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"Hai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku atas suka sama suka

diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu,

sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”

(0S. An-Nisd: 29)
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PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Konsonan
EJ::;I',:I Nama Huruf Latin Nama
- | alil Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
- ba b be
_ el ta - l te
& tsa ts te dan es
g jim ] je
_C ha h ha (dengan garis bawah)
¢ kha kh ka dan ha
3 dal d de
3 sy _d?ﬂj___ dz de dan zet
_:, ] Ra r er
3 ] 2l Z zet
U sin § es
g syin Sy es dan ye
n_;"_ shad sh es dan ha
Lo  dhad dh de dan ha
po T tha th te dan ha
i ) | zhat zh zet dan ha
g | Wm | koma terbalik di atas
'E | gain gh ge dan ha
4 | & f ef
j-— i qaf q ki
4 kaf k ka
J | B lam 1 el
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N a mim m cm
| nun n en
3 wall W we
B ha h ha
& hamzah ] - aposirol
P ya i va ye
Vokal
~ Vokal Tunggal (monoftong)
Tanda Nama Huruf Latin Nama
- Fathah a a
— Kasrah i i
= Dhammah u u
A ditulis jama'a JS < ditulis dzukira
e ditulis yahsabu
- Vokal rangkap (diftong)
| anda dan Huruf Nama Gabungan huruf Nama
G fathah dan ya ai adani
’J" o fathah dan wawu au adanu
:::‘:' ditulis bai a
J,}h ditulis hauntla
‘laddah
anda dan Huruf Nama Gabung‘an MNama
s huruf
S ) . fathah dan alif atau ya a a dan garis di atas
Sus kasrah dan ya i i dan garis di atas
3 i dhammah dan wawu il u dan paris di atas




EL' ditulis he ' d:‘g' ditulis ¢ila

= ditulis sa'd CJJ-‘-”..J ditulis rasilu

I'a> marbuithah di akhir kata

| ransliteras: untuk ta” marbithah ada dua

~ Ta" marbithah hidup ditulis /v,

» Ta’ marbiithah mati ditulis /h/.
;‘-‘:'Jl'}“rl ditulis muzara ‘ah

~ Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta’ marbuthah diikuti oleh kata
yang menggpunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah
maka ta’” marbuthah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:
Aall ditulis Thethel:

oy eralldlsall  girulis af-Madinah al-Munawwarah

Svaddah (Tasydid)
Syaddah (tasdid) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang
neri tanda syaddah itu.

inteh;
- diwulis rabbana

o ditulis al-hirr



Ivata Sandang
huaw sundang yang ditkuti oleh hurul” syamsiyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- Kuwa sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesual dengan bunyinya.
Baik ditkuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang
Jitulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda
sumbung/hubung.

antoh:
A dinatis er-rafnln

-I b 4 "
b dilis cl-garicimi

nulisan Kata-kata
Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua
. bisa perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih

qulisan kata ini dengan dirangkaikan.

A2 ik sgd V)9 ditulis Wa innalldha lahiowa khairurrdzigin

lurnf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

xi



Penerjemahan
Khusus penerjemahan istilah-istilah berkenaan dengan cara periwayatan
' ; a . ] -1 . u:
luadits sebagaimana terdapat pada sanad hadits (misalnya; sl « O L da)
nemakai simbol < dengan maksud untuk memudahkan mengikuti arti dan

Ftan.

SingKatan-singkatan

SWT : Subhanahu Wa Ta 'dla

SAW s Shallalléhu ‘Alaihi Wa Sallam
RA : Radhiyailahu "Anhn

H.R : Hadits Riwayat

hal. : Halaman

L1, : Tanpa Tahun

{uk : Dan kawan-kawan
L L, : Cetakan
Tl i Terjemah

{ : Undang-undang
IS : Persaingan Usaha Tidak Sehat

: Nomor
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BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yang memerlukun adanya saling tolong-
menolong, saling meler;gkapi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang
diinginkan. Hubungan dalam kchidupan bermasyarakat untara satu dengan yang
lainnya saling berkaitan dan saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya.

Dalam abad modern ini, umat Islam dihadapkan pada berbagai masalah
ckonomi, sebagai akibat dari perkembangan dan kemajuin ilmu pengetahuan dan
teknologi. Suatu problem yang amat berat dirasakan oleh umat Islam dewasa ini
adalah berhadapan dengan sistem ekonomi kontemporer yang bebas nilai, yakni
sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Sistem ekonomi kontemporer itu bila
Jihadapkan dengan prinsip ekonomi Islam sangal beclawanan. sebab sistem
ckonomi Islam mengandung nilai-nilai serta nnnna-nunna‘ﬂafriah, yang secara
kescluruhan mengatur kepentingan ekonomi individu dan masyarakat.'

tal yang menyangkut bidang ekonomi, merupakan salah satu aspek kerja
sitma manusia sebagal makhluk sosial yang dalam menjalankannya barus sesuai
dengan aturan-Nya. Kita sebagai makhluk Allah SWT. wajib mematuhi aturan-

aturan hukum Islam.

! Chuzaimah T. Yanego dan Hafiz Anshary AZ.. Problematike Hukum Islam Kontemporer
i Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hal. 91.
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Islam menegakan sistem ckonomi dan seluruh sistem kehidupannya
crlundaskan asas fauhid yang bertujuan menegakan keseimbangan ckonomi
.slam kehidupan individual dan masyarakat.” Dengan srinsip ckonomi, berarti
vmua aktvitas ekonomi yang dilaksanakan, baik dalam produksi, konsumsi dan
stribusi harus berpedoman pada al-Qur'an dan hadits.

Dalam al-Qur'an dan hadits terdapat pengaturan masalah ckonomi.
‘engan maksud memberi arah bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan
audupnya. Al-Qur'an dan hadits juga mengisyaratkan bahwa manusia diber
xesempatan yang seluas-luasnya untuk menjalankan ke:iatan ekonominya, baik
dengan mengeksploitasi sumber alam secara langsung seperti pertanian.
pertambangan, maupun yang tidak langsung scperti perdagangan dan berbagai
-cuintan produktif lainnya.’

Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat al-Jumu'ah (62) ayat 10 yang

“rbunyi:

B 3 B b e 1N pWIA 155A00 BaN b 136
(\ » tAnadl u};:.}.’n.ft.giﬂ 1,;5'

\rtinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebarantah kami dimuka

bumi, dan carilah karunia Allah SWT dun ingatiah Allah SWT
sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung ", *

- fhid
" Ihid, hal. 92,

' Depag RI, ALQur 'an dun Terjemahnya (Semarang: CV. Al-Waah, 1989), hal, 933,



Meskipun Islam memberikan kesempatan begi sctiap orang untuk
menjalankan aktivitas ekonominya, namun ia sangat menekankan adanya sikap
Jujur bagi setiap pengusaha muslim. Dengan kejujurar itulah dapat dijalankan
sistem ekonomi yang baik. Islam sangat menentang sikap ketidakjujuran,
kecurangan, penipuan, praktek-praktek pemaksaan, pemerasan dan scmua bentuk
perbuatan yang merugikan orang lain. Begilu juga penimbunan barang oleh
persekongkolan rahasia yang dilakukan antara pengusaha dan pedagang jupa
tidak diperbolehkan, karena dapat merugikan kepentingan konsumen. Jadi,
semua bentuk perbuatan tersebut dapat menimbulkan spekulasi atau ;:uc:nipuan.i

Penimbunan (fAtikdr) sering diterjemahkan  sebagai mﬂm:)p-:)li.{T
Penimbunan barang dalam aktivitas jual beli hanya dikenal dalam sistem
-konomi kontemporer yang di:_mut kapitalis dalam sistern pasar bebas. Bagi dunia
isaha kontemporer, penumpukan barang bertujusn  untuk  mendapatkan

cuntungan yang berlipat ganda bila didistribusikan pada saat harga naik, dan
wiri konsumen membuotuhkannyva. Transaksi semacam ini memberi Keuntungan
gl penimbun dan merugikan pihak konsumen.” Penimbunan barang adalah
sembeli suatu barang kemudian menyimpannya dengan maksud agar barang itu
crkurang peredarannya di masyarakat, schingga pada suatu waktu harganya

+ e . . B
ieningkat dan dengan demikian manusia akan terkena kesulitan.

‘Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ., Op. Cir, hal. 92,

Atabig Ali Abmad dan Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-indonesia, Cet, V|
srarta; Mulil Karva Grafika, 1996), hal. 783,

‘"huzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ., Op. Cir., hal. 92.

Savyid Sabig, Fikihr Suanah, Jilid. 12, alih bahasa Kamaivdin A. Marzuki (Bandung:
“latarif, 1987), hal. 103,



Di saat harganya meningkat itulah penimbun mengeluarkan barangnya
an mendistribusikannya dengan harga yang tinggi yang ditetapkan oleh si
cnimbun sendiri secara sewenang-wenang, di luar standar yang berlaku di pasar.
wgaimanapun juga bagi konsumen yang membutuhkan barang itu terpaksa
iembelinya meskipun dengan harga yang tinggi di luar jangkauannya.

Perbuatan menimbun barang yang demikian itu secara mutlak dilarang
«h syari‘at dan hukumnya haram.” Seperti yang terdapat dalam hadits
“asulullah SAW yang berbunyi:

R IEAS P R T S Vol wic P IR e ex
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Arinya ; “Mewartakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibai < Yazid bin

Harun < Muhammad bin Ishaq < Sa'id bin al-Musayyab & Ma 'mar

bin ‘Abdullah bin Nadhlah, dia berkata Rasululllah SAW bersabda:

"Tidak ada yang berani menimbun (dagengan) kecuali orang yang
berdosa”."!

Dalam hadits di atas discbutkan bahwa perbuatan menimbun barang
:angan adalah perbuatan yang salah, dalam arti menyimpang dari peraturan
al-beli atau perdagangan dalam sistem ekonomi Islam yang berdasarkan

-Qur'an dan hadits,

‘Tagyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alterneatif: Prespektif” Istam, ter.
amil Maghtur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), hal. 208.

"'Abii *Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qaziwaini, Sunan Ibnu Majah, Juz. [ (Beirut: Dar
L9492 hal. 678.

"' Abdullah Sonhaji, Tarfamah Sunan b Majah, Cer. | (Semarang: CV., Asy Syifa’, 1995),



Larangan 1n1i menunjukkan adanya tuniutan untuk meninggalkan.
sumentara cercaan bagi orang yang melakukan penirabunan dengan sebutan
eiti’, padahal Khdri‘adalah orang yang berdosa dan berbuat maksiat adalah
chagal  indikast yang menunjukan bahwa tuntutan untuk meninggalkan
«wrmakna tegas atau tajam.'* Dengan melihat kenyataan yang ada, maka timbul
autu pertanyaan apakah cara seperti itu scsuai dengin aturan-aturan hukum
stin, padahal dalam praktek aktivitas ckonomi, penimbunan sering terjadi di

<ngah-tengah masyarakat.

Pencgasan Istilah
Untuk memudahkan serta menjaga agar tidak terjadi salah pengertian
‘alam memahami judul skripsi ini, maka perlu kiranya penulis jelaskan beberapa
istilah yang berkaitan dengan judul tersebut, sebagai berixut;
|, Hukum Islam
Hukum [slam adalah kaidah, azas, prinsip. aturan yang digunakan
untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat al-Qur’an, Hadits
Nabi SAW, pendapat sahabat maupun pendapat yang berkembarg di suatu

masa dalam kehidupan umat Islam."

-

1. Penimbunan Barang (Thtikdr)
Penimbunan (Zhtikdr) adalah proses atau cara mengumpulkan harta

benda sebanyok-banyaknya untuk kepentingan pribadi dan kehidupan

“T'aqyuddin An-Nabhani, Cp. Cir, hal. 209.

“Abdul Aziz Dahlan, En;w'k:"opedj Hukum Isiom [ (Jakana: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997),
375,



(Y]

keluarganya, tanpa memikirkan nasib orang lain.”® Penimbunan (fhtikar)
diterjemahkan scbagai monopoli, atau dalam istilah ckonominya disebut
monopoly rent. =

Adapun yang dimaksud dengan pemimbunan barang ([htikar) disini
adalah mengumpulkan dan menyimpan barang dzgangan agar berkurang
peredarannya hingga harganya meningkatl, kemudian mendistribusikan
dengan harga yang tinggi yang ditetapkan sendiri oleh penimbun.
Aktivitas Ekonomi

Ekonomi adalah aturan-aturan untuk menyslenggarakan kebutuhan
hidup manusia di dalam rumah tangga, baik rumah tangga rakyal maupun
rumah tangga ncgarajm

Sedangkan yang dimaksud aktivitas ekonomi dalam pembahasan ini
vailu serangkaian kegiatan perekonomian di bidang ¢konomi dalam berbagai
bentuk kegiatan dan mengaturnya sesuai dengan dasar-dasar ckonomi yang
disimpulkan dari al-Qur’an dan hadits, dalam hal ini khususnya perdagangan.

Dari pencgasan istilah di atas dapat diketahui bahwa maksud dari judul

‘ripsi ini yaitu suatu pembahasan teoritik atau studi keoustakaan yang berusaha

;clakukan penelitian terhadap Penimbunan Barang (thtikdr) dalam Aktivitas

I konomi ditinjau dari Hukum Islam.

“Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indunesia, Kamus Besor Bohasa Indonesia, (Jakarta:

ustaka, 1993), hal. 947,

" Adiwarman Karim. Ekenomi Mikro fsfami (Jakana; [11T, 2002), hal. 154.

0 2aioal Abidin Ahmad. Dasar-dasar Ekonomi Islam, Cet. I (takarta: Bulan Bintang, 1979),



umusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan penegasan istilah di alas, maka
~ut penulis rumuskan masalah pokok penelitian ini yaitu: Bagaimana
ulangan hukum Islam terhadap penimbunan barang dalam aktivitas ekonomi
:n apa sebab-sebab dilarangnya penimbunan barang, baik dari aspek yuridis,

siul. ekonomi maupun moral.

Nujuan dan Manfaat Penelitian
Beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:
Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islim terhadap penimbunan

barang dalam aktivitas ckonomi.

i

2. Untuk mengetahui schab-schab dilarangnya penimbunan barang, baik dari
aspek yuridis, sostal, ckonomi maupun moral.
Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitiun ini adalah:
. Untuk menambah pengetahuan tentang pandangan hukum Islam terhadap
penimbunan barang khususnya bagi penulis dan urnumnya bagi pembaca.
2. Sebagai informasi baru dalam dunia kepusiakaan mengenal hal-hal yang
berkaitan dengan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai penimbunan
barang.

Diharapkan dari hasil penyusunan skripsi ini dapat dijadikan bahan

Lad

perbandingan untuk penulisan-penulisan berikutnya.

.. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenal penimbunan barang -atau fhaikdr banyak di

singgung oleh al-Qur’an dalam beberapa ayatnya, seperti dalam al-Qur’an surat

—— —= - ————



at-Taubah (9) ayat: 34 dan surat al-Humazah (104) ayat: 2. Kajian tentang
penimbunan juga terdapat dalam kitab-kitab hadits dan kitab-kitab figh,
Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ. dalam bukunya
Problematika Hukum Islam Kontemporer menjclaskan tentang prinsip ekonomi
Islam, yang mana barang apa saja yang dihalalkan Alleh SWT maka halal pula
untuk perdagangan, begitu pula sebaliknya. Ketentuan hukum Islara bahwa
semua barang pada dasamya halal, akan tetapi karena perbuatan para pelakunya
vang melanggar aturan maka usahanya menjadi haram. Menurut para ahli figh
bahwa penimbunan yang dibaramkan yaitu terhadap varang-barang kelebihan
dari keperluan nafkah diri dan keluarganya dalam masa satu tahun. Jika
menimbunnya untuk keperlvan keluarga dalam rangka menghindari kesulitan
ckonomi dan barang yang ditimbun tidak untuk dijual. maka hal terscbut tidak
diharamkan. Tetapi sebaliknya, jika barang yang difimbun itu untuk dijual
dengan mencari keuntungan yang berlipat ganda, maka yang seperti itu
diharamkan. Para fuqaha berbeda pendapat dalam menetapkan hukum [htikér.
Ada yang mengatakan haram dan ada yang mengatakan maﬁ-\'mh tahrimah."”
Adapun pembahasan mengenai fhtikdr lebih rinci diungkapkan oleh
M. Al Hasan dalam buku Berbagai Macam Transaksi dalam Islam. Di dalamnya
mcujclaska:"n tentang pengertian, dasar hukum, hukum fiifikdr, serta ikut sertanya

pemerintah dalam menanggapi tindakan tersebut.'

"Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ., Op. Cit., hal. 93-106.

M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi daiam Istam, Cer. { (Jakarta: PT. RajaGrafindo
idie. 2003), hal. 150-160.



Sayyid Sabiq dalam buku yang berjudul Fikifi Suwnah, membahas tentang
pengertian, hukum penimbunan dan pengharamannya. Beliau juga menjelaskan
bahwa penimbunan itu dilarang oleh syari’at karena merupakan ketamakan dan
bukti keburukan moral serta mempersulit manusia.'”

Kemudian Adiwarman Karim dalam buku Fkonomi Mikro Islami,
menjelaskan tentang kategori fhtikdr. Selain itn M. Urner Chapra dalam buku
Sistem Moneter Islam menjelaskan tentang eliminasi penimbunan. Muksudnya
penimbunan itu harus segera dihilangkan. Membiarkan menganggur dan tidak
memanfaatkannya bagi tujuan konsumsi yang benar sangatlah dikecam oleh
Islam. Oleh karena itu, satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat muslim dengan berzakat dan bersadakah.

Tentang larangan menimbun harta (barang), ini dijelaskan oleh Muhammad
Mahmud Bably dalam buku Kedudukan Harta Menurut Pandangan Hukum Islam.
Disini juga discbutkan bahwa siksaan bagi orang yang mecnimbun harta yaitu
dilempari batu yang panas kemudian dimasukkan ke dala.n neraka Jahannam. ™

Hal yang sama juga diungkapkan olch Taq}'uddi;l An-Nabhani dalam
buku Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Prespektif Islam, menjelaskan

tentang larangan menimbun, syarat terjadinya penimbunan dan hukum menimbun

21
barang.

" Sayyid Sabig, Op. Cit., hal. 103-106.

“Muhammad Mahmud Bably, Kedudukan Harta Menurnt Hukum Islam, Cet § (Jakara:
L Mulia, 1989), hal. 74.

agyuddin An-Nabhani, Op.Cit., hal, 208-212.
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Pembahasan lain Imengr::mi larangan Jhtikédr terdapat dalam kitab Fath al

+ karya Syckh Zainuddin bin “Abdul *Aziz al-Malaybari yang menjclaskan

12 pengertian dan hukum menimbun barang. Menimbun (fitikar) adalah

:han barang pembelian di waktu harga mahal, untuk dijual kembali dengan

~.u di atasnya.” Kemudian dalam kitab al-Figh al-Is!dmy wa 'Adillatuh karya
ihah Zuhaily menjelaskan tentang pengertian dan hukum ftikér >

Berangkat dari literatur yang ada, penulis bermaksud mengkaji lebih

Jum mengenai penimbunan barang (/hitikar) schingga akan dikatakan dengan

~lus tentang hukum menimbun barang (fftikar) dalam aktivitas ekonomi dan

engkaji pula pendapat para ulama tenlang boleh dan tidaknya seseorang

senimbun barang (Iatikdr) menurut hukum Islam.

Metode Penelitian

Penelinan ini termasuk dalam katepori penelitian kepustakaan (Library
Research) yailu jenis penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku
kepustakaan, terutama yang berhubungan dengan pokek permasalahan yang
sedang dibahas.

Adapun mctode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

meliputi hal-hal sebagai berikut:

*Syckh Zainuddin bin ‘Abdul ‘Aziz al-Malaybari, Fath al-Mi'in, Jilid. 1, alih bahasa Aliy
As'ud (Yopyakarta: Menara Kudus, 1979), hal. 179.

“Wahbah Zuhaily, Al-Figh al-tsigmy wa'ddillarah, Juz. HI {Dimsyaq: Dar al Fikr, 1989).
ful, 583-588.
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|. Metode Pengumpulan Data
Dalam metode pengumpulan data, penulis menggunakan metode
dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal

atau varabel yang berupa catatan, trauskip, buku, surat kabar, majalah,

-

prasasti, notulen rapat, fegger, agenda dan sebagainya.
2. Sumber Data
Penulis menggunakan beberapa sumber dalem mengumpulkan data-
data yaitu:
a. Sumber Data Primer
Sumber data primer atau data tangan perlama adalah data yang
diperoleh Iangslunlg dari subyek penelitian dengan menggunakan alat
nengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek scbagai
informasi yang dicari.”® Karena penelitian iri merupakan penelitian
kepustakaan (Library Research), maka sumber data primer yang penulis
gunakan yaitu al-Qur'an dan kitsb-kitab hadits.
b. Sumber Data Sekunder
Sumber data sckunder atau data tangan kedua adalah data yang
diperoleh lewat pihak lain atau tidak langsung dineroleh oleh peneliti dari
subyek penelitiannya.”®
Yang termasuk data sckunder dalam peaelitian ini adalah buku-

buku atau calatan-catatan yang dapat menunjang serla memberikan

“Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakiek (Jakarta: Rineka
a, 2002, hal. 206.

* Sacfuddin Azwar, Metodologi Penclitian (Y ogyakarta: Pusta'ca Pelajar, 1998), hal, 91,

* fhid



masukan-masukan yang mendukung untuk menguatkan sumber data
penelitian. Antara lain buku Problematika Hukwm islam Kontemporer,
Berbagai Macam Transaksi dalam Islam dan  al-Figh  al-Islamy
wa ‘Adillatuh.
Analisa Data
Dalam menganalisis data yang telah ada, penulis menggunakan beberapa
metode antara lain:
a.  Content Analysis

Yaitu sebagai analisis atau kajian isi.”’ Sementara anaisis atau
kajian isi itu sendin diartikan sebagai teknik apapun yang digunal.an untuk
menemukan karaktenstik pesan dan dilaksanahan secara obyektif dan
sistematis.”

Mectode ini penulis gunakan khususnya pada bab IV, yakni
mengenai sebab-sebab larangan penimbunan barang yang meliputi aspek
yvuridis, sosial, ekonomi dan moral.

b. Komparatil

Komparatif yaitu cara berfikir yang beruszha mencari pemecahan
melalul analisa tentang hubungan sebab-akibat, yakni faktor-faktor
tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki
dan membandingkan satu faktor dengen yang lain.”  atau

membandingkan antara satu teori atau fakta dengan teori atau fakta yang,

7 Soejono din Abdurrahman, Metode Penelitian Suatu Pemikivan dan Penerapan (Jakana:
~ineka Cipta, 19993, hal. 8.

* Ihid, hal, 13-14.

? Ibid, hal, 14,



lain apar penulisan dan pembahasannya menuju pada kebenaran
sesungguhnya.

Metode ini penulis gunakan untuk membandingkan pendapat
para ulama figh schubungan dengan masalah penimbunan barang dalam
aktivitar ckonomi menurut hukum I[slam untuk dijadikan suatu

kesimpulan yang lebih valid.

r. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan, penulis membagi V bab dan
setiap bab terdin dari beberapa sub bab,

Sebelum bab pertama, terdapat bagian formalitas yang terdin dar
halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto,
halaman persembahan, kata pengantar, transliterasi dan daftar isi.

Bab I, pendahuluan yang terdini dari: latar belakang masalah, penegasan
istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tclaah pustaka, mectode
penelitian dan sistematika penulisan,

Bab II, memuat tentang konsep dasar ckonomi [slam yang meliputi
pengertian ckonomi Islam, landasan ckonomi Islam, penggerak ckonomi [slam,
dan eiri-ciri ekonomi Islam.

Bab III, membahas tentang .penimbumm baran (Thtikar) dalam hukum
[slam yang meliputi pengertian menimbun barang, dasar-dasar pelarangan

penimbunan  barang, unsur-unsur penimbunan barang. bentuk dan tujuan



penimbunan barang serla campur tangan pemerintah terhadap penimbunan
barang.

Bab 1V, adalah bab inti pada penulisan ini, yang terdiri dari dua sub bab.
Pertama yaitu pandangan ulama tentang penimbunan barang (fftikdr), yang
kedua yaitu prespektif hukum Islam tentang laranpan penimbunan barang
ffhtikdr) yang meliputi aspek yuridis, sosial, ekonomi den moral.

Bab V, berisi penutup yang terdin dari kesimpu'an, saran-saran dan kala
penutup.

Pada bagian akhir skripsi ini terdapat pula daftar pustaka, lampiran-

lampiran dan daftar riwayat hidup.



BAB I

KONSEP DASAR AKTIVITAS EKONOMI ISLAM

*engertian Ekonomi Islam

Kata “Ekonomi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu Qicos dan Nomos.
tJicos berarti rumah tangga dan Nomos berarti aturan, Jadi dapat disimpulkan
bahiwa ekonomi adalah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup
manusia di dalam rumah tangga, baik dalam rumah tangea rakyat maupun dalam
rumah tangga ncgara.’

Sebelum mengetahui tentang definisi ekonomi Islam, pemahaman tentang
mitkna kata ekonomi penting untuk diketahui. Dalam literatur Arab disebutkan
-L_d.éj"r (ekonomis) berarti kelurusan cara, adil dan seimbang. Ekonomis dalam
sttty aktivitas merupakan lawan kata dan pemborosan yaitu sikap antara penlaku
Kensumuf dan penghematan yang berlebihan, Sikap ckonomis berarti tidak terlalu
boros dan juga tidak terlalu kikir. Scdangkan arti Islam, literatur Arab

menyebutkan syari’at Islam yang berarti ketundukan untuk -merealisasikan aturan
serta kewajiban yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.

Pakar ckonomi Islam yaitu Muhammad bin Abdullah al-"Arabi
mendefinisikan bahwa ckonomi Islam secara istilah yaitu kumpulan prinsip-
prinsip umum tentang ckonomi yang diambil dari al-Qur’an, hadits dan pondasi
Islam yang dibangun atas dasar pokok-pokok atau prinsip-prinsip dengan

mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu. Sedangkan Muhammad

' Zainal Abidin Ahmad, Dasar-dasar Ekonomi Istam. Cet. | (2akarta: Bulan Bintang, 1979).
3k
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Syauki al-Fanjari mendefinisikan bahwa ekonomi Islam adalah segala sesuatu
yang mengendalikan dan mcﬁgalur aktivitas ekonomi sesuai dengan pokok-
pokok Islam dan politik ekonominya.”

Selain itu Muhammad ‘Abdul Mannan mendefinisikan ekonomi Islam
yaitu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi
rakyat yang diilhami olch nilai-nilai Islam.?

Pengertian lain dari ekonomi Islam yaitu sckumpulan dasar-dasar umum
ckonomi yang disimpulkan dan al-Qur’an dan hadits, aan merupakan hangunan
perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar ckonomi sesuai dengan
lingkungan dan masanya.* Definisi ini sama seperti detinisinya Muhammad bin
‘Abdullah al-*Arabi. Keistimewaannya adalah definisi ini menyatakan dengan
jelas bahwa ekonomi Islam terdiri dari dua bagian yang salah satu diantaranya
tetap, sedangkan yang lain dapat berubah-ubah.

Bagian yang tetap disini maksudnya bahwa segala sesuatu yang berhubungan
dengan unsur-unsur ckonomi disimpulkan dan al-Qur'an dan hadits. Misalnya
firman Allah SWT dalam surat al-Bagarah (2) ayat 275 yanz b«;;rbun_vi:

(YVo 31 Ay .. 5 %J;—J c...h & 3""‘3

Artinya: ... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharambkan riba... i

o

*Abdulldh *Abdul Husain at-Tariqi, Ekonomi Islam: Prinsip, Dusar dan Tujuan, terj. M.
-run Syolfwani (Yogyakarta: Magistra Insania, 2004), hal. 13-14.

*Heri Sudarsono, Konsep Ekenomi Islam: Suatu Pengantar Cet. | (Yopyakara: Ekonisia,
02y, hal. 13, y

"Ahmad Muhammad ai-*Assal dan Fathi Ahmad *Abdul Kacim, Sistens, Prinsip & Tuiuan
wunomi fstam, alih bahasa Imam Sacfuddin (Bandung: CV. Pustaka Sctia, 1999), hal. 17.

* Depag R1, Al-Qur‘an dan Terjemahnye (Semarang: CV Al-W/aah, 1989), hal. 69.



17

Avat ini meletakkan prinsip umum yaitu dihalalkannya jual beli dan
diharamkannya tiba. Hal ini sudah menjadi ketentuan dan ketetapan dari
al-Qur’an, yang mana prinsip semacam ini tidak dapat dicubah.

Adapun bagian yang berubah maksudnya bangunan ckonomi yang didirtkan
atas landasan dasar-dasar ekonomi Islam sesuai dengan iingkungan dan masanya.
Oleh karepa itu cara-cara penyesuaian dan pemecahan masalah-masalah ekonomi
dapat dicapai oleh para ahli dalam negara Islam sesuai dengan pelaksanaan dan
prinsip-prinsip ekonomi Islam.® Contohnva: seperti riba. Cara pemecahan dan
penyesuaiannya berbeda dengan prinsip-prinsip umum yang tercakup dalam bagian
pertama, karcna prinsip ini dapat berubah sesuai dengin perubahan situasi dan
kondisi. Mengenai cara pemecahan masalah riba, dapat berubah dari satu lingkungan
ke lingkungan lainnya menurut situasi tiap lingkungan, dan dalam satu lingkungan
juga masih dapat berubah dari satu waktu ke waktu yang lainnya.

Dari beberapa pengertian ekonomi Islam di atas, dapat disimpulkan
bahwa yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah ilmu tentang manusia,
bukan sebagai individu yang terisolasi, tetapi sebagai -individu sosial yang
meyakini nilai-nilai hidup Islam yang berlandaskan al-Qur’an dan hadits.

Dengan adanya | ckonomi Islam diharupkin dapat  menciptakan
kesejahteraan sosial, mengungkapkan masalah dengan obvektif serta meningkatkan
motivasi untuk menggali ilmu.” Tujuannya yaitu untul: menerangkan cara-cara

menghasilkan, mengedarkan, membagi  dan  memekai  barang  dan  jasa

®Ahmad Muhammad al-*Assal dan Fathi Ahmad *Abdul Karim Op. Cit., hal. 20.

"Heri Sudarsono, Op. Cit,, hal. 64-65.



dalam masyarakat, dan juga mengenai bagaimana ¢ura mengembangkan cara-cara
lersebut agar produksi semakin tumbuh, sirkulasi semahin mudah dan distribusi
semakin baik, sehingga kebutuhan-kebutuhan materi masyarakat bisa terpenuhi
scbaik-baiknya, baik sekarang maupun di masa yang akan Jatang.”

Di samping itu, umat Islam juga diharapkan memiliki tata nilai yang
mengatur tingkah laku umat agar tidak terfjerumus ke dalam hal-hal yang nista

dengan menetapkan nilai haram atau halal, makruh atau nubak, wajib atau swmah,

Jardhu “ain atau fardhu hfdyah.g Nilai ini berlaku terhadap barang dan jasa, serta

berlaku juga pada tindakan dan pekerjaan kita sehari-hari.

. Dasar Hulbtum Ekonomi Islam

Manusia dalam melakukan kegiatan ckonominyz memeriukan dasar atau
landasan hukum yang pasti, guna menjaga keteraturan h:dup bermasyarakat. Pada
prinsipnya Islam menghendaki adanya perlindungan menycluruh terhadap
pengaturan hubungan ckonomi antar manusia, sebagai bagian dari perilaku yang
bersinggungan dengan sisi-sisi kehidupan lainpya. Landasan umum bidang ckonomi
yang mampu menjadi mediasi (penengah) antara manusia dengan agama Allah
dalam aspek kehidupan yang tercermin dalam al-Qur’an dan hadits, ijtihad, ijma’

dan giyas. 19 Di bawah ini akan penulis uraikan dasar-dasarnya:

*Théhir * Abdul Muhsin Sulaiman, Meangaulangi Krisis Ekonomi Seeara fstam, alih bahasa

wnshori Umar Sitanggeal (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1985), hal. 29.

*Gunawan Meehammad, Metodologi e Ekonomi Islam, Cet. | (Yogyakarta: Ul Press,

499}, hal, 2.

"“eri Sudarsono, Op. Cit., hal. 25.
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Al-Qur’an
Ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan pengelolaan harta terdapat

dalam surat an-Nisa (4) ayat 10:
Bl 8 AR s g ol S Lk T~ T o R R
00wkl & oSt W) Wb et g OWST Gl 0)
() » by 1pals O'gllally
Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim
secara zhalim, sebenarnya mercka itw menelan api sepenuh
perutnya dan mereka akan masuk ke dulam api yang menyala-

nyala (neraka).”"!

Ayat ini mengandung pengertian bakwa manusia dilarang
menggunakan harta pada hal-hal yang mervgikan sesamanya dan
menggunakan pada sesuatu hal yang kurang bermantat.

Kemudian ayat lain yang berkaitan dengen perdagangan terdapat
dalam surat an-Nisd' (4) ayat 29:

-] & -]

8 s R 01 3y gy (8 (S0l oS ot i ity

T o TR W N »‘1,“',’,.1": o
(¥ sl Gy oS3 O bl 01 (ST VHIEaF Y oS3 15

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganloh kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku atas suka sama suka diantara kamu. Dan
Jjanganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha
Penyayang kepadamu, "*

Firman Allah SWT yang meletakkan kaidah umum yang memutuskan

bahwa pemimpin harus dapat mengembalikan distribusi kekayaan masyarakat

"Depag RI, Op. Cit., hal. 116.

Ribid, hal. 122.
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bila tidak ada keseimbangan dalam masyarakat yang dipimpinnya. Ini

terdapat dalam al-Qur’an surat al-Hasyr (59) ayat 7:

(V2580 ;._(.n—;.LJ- yi el AJJJ ujﬁ 3 é

.. Supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang
kaya saja diantara kamu ...""

B

Artinya:

2. Al-Hadits
1

Di samping anjuran untuk tidak memakan harta secara batil, Islam
juga sangat menekankan atau mewajibkan aspek kehalalannya baik dari sisi
perolehan maupun pendayagunaan. Dalam haditsnya Rasulullah SAW

bersabda:

s B F 8

E_JJ'! ﬁj\édmljwﬁéﬁ}&diw y\f (ENES

::«i_,_., *Jigoﬁ,_,.ggopuw’il s quﬁ'l G :131\3 a.....,..:-

bt o PL‘J Lle & é..p &) J“’ Ju cde e e
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Artinya: “Mewariakan kepada kami Abi Bakr bin Abi Syaibah dan “Ali bin
Muhammad dan Ishdq bin Ibrahim ibn Habib, mereka berkata:
& Abit Mu'dwiyah < A'masy < lbrahim < al-Aswdd dari
‘disyah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya
sesuatu yang paling baik dimakan seseorang adalah dari hasil
usahanya sendiri. Dan sesungguhnya anaknya adalah dari hasil
usahanya. "

“rhid, hal. 916,

" abi *Abdullih Muhammad bin Yozid al-Qazidwaini, Sunan fonn Majah, Juz [ (Beirut: Dir

-Fikre 1993), hal. 673,

" Abdullah Sonhaji, Tarjamah Sunan Ienu Majah, Cer. | (Semerang: CV. Asy-Syifa’, 1993),
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3. [ljtihad, [jma’ dan Qiyas
Dari ketiga landasan atau metede ini, semuanya digunakan karena
untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang kuat. fjtidd berarti mencurahkan
daya kemampuan untuk menghasilkan hukum syara’ dari dalil-dalil secara
terperinci dengan cara Istinbath (mengambil kesimpulan hukum). Sedangkan
lima' yaitu kesepakatan para mujtzhid untuk memutuskan suatu masalah
selelah wafatnya Rasulullah SAW. Adapun Qiyus adalah menyamakan
peristiwa yang tidak ada nash hukumnya dengan peristiwa yang ada nash

hukumnya.'®

Dengan melihat dasar hukum di atas, maka ekoromi Islam berpijak pada
landasan hukum yang pasti dan tegas guna mengontrol manusia untuk bersikap
benar dalam mengambil kesimpulan. Islam juga mengatur masyarakat lewat
hukum-hukum Allah SWT yang menjamin manusia ager selamat di dunia dan di

akhirat.

(. Penggerak Kegiatan Ekonomi
Setiap masyarakat mempunyai mekanisme teisendiri untuk mencapai
tujuan bisnisnya agar dapat menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada dasamya penggerak kegiatan ekonomi

terdiri dari tiga komponen yaitu: produksi, konsumsi dan distribusi,'’

"“Heri Sudarsono, Op, Cit,, hal. 42-44.

“Boediono, Seri Simopsis Pengamar Hmu Ekonomi No. | Ekenomi Mikro, Cer. IX
Cogyiakara: BPFE, 1998), hal. 1.
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1. Produksi

Produksi merupakan aktivitas bisnis yang paling awal untuk
menghasilkan suatu barang berwujud atau tidak beirwujud, sebagai aktivitas
untuk memuaskan kebutuhan manusia. Produksi itu sendiri dapat dibedakan
menjadi produksi primer, produksi sekunder dan produksi tertier. Produksi
primer aitu aktivitas bisnis yang menarik sumber daya alam yarg ada di
lingkungannya. Sedangkan produksi sekunder yaitu sumber daya alam atau
bahan mentah yang diproses atau diolah menjadi barang jadi. Kemudian yang
termasuk dalam produksi tertier pada umumnya adalah berupa jasa-jasa."™

Barang-barang produksi jumlahnya tidak terlalu banyak dan tidak
terlalu sedikit, namun tersedia pada saat dibutuhkan oleh konsumen. Di
samping itu dalam berproduksi mutunya harus oagus, tahan lama dan
memenuhi keinginan konsumen. Kemudian baranz dapat diperoleh tepat

i

waktu sehingga tidak mengecewakan konsumen dan harga barang diusahakan
serendah mungkin sehingga konsumen bersedia membelinya.'” Namun dalam
hal ini harus memperhatikan modal yang digunakan un;uk aktivitas produksi
itu sehingga tidak terjadi kerugian.

Sistem produksi dalam negara Islam harus dikendalikan oieh kriteria
objektif maupun subjektif. Kriteria yang objekti{’ akan tercermin dalam
bentuk kesejahtcraaln yang dapat diukur dari segi nang. Sedangkan kriteria

subjektif diukur dari segi etika ckonomi yang didasarkan atas perintah-

" M. Manullang, Pengantar Bisnis, Cet. 1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,
2002, hal. 186,

" thid, hal. 179-180.
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perintah Allah SWT.2® Adapun prinsip fundamental yang harus sclalu

diperhatikan dalam proses produksi yaitu prinsip kesejahteraan ekonomi.
Produksi akan terjadi melalui empat faktor atau unsur yang saling

berkaitan yaitu: tanah atau alam, modal, tenaga kerja atau buruh dan

organisasi yang mcrﬁbantu dalam proses produksi.

a. Tanah atau Alam

Pengertian tanah atau alam mengandung arti yang luas termasuk
semua sumber yang diperoleh dari udara, laut, gunung dan sebagainya.
Pada hakckatnya seluruh alam ini berperan penting untuk memenuhi
kebutuhan hidup manusia.’’ Jadi, mercka bolell menggunakan sumber-
sumber yang tersembunyi dan berpotensi asal memberikan manfaat.
Tanah dalam hal ini harus digunakan atau dibudidayakan secara baik
seperti mengubah tanah kesong menjadi kebun dan menanaminya dengan
tanaman yang baik agar dapat dipetik hasilnya.

Tidak diragukan lagi bahwa faklor produksi yang paling penting
adalah permukaan tanah atau permukaan bumi. Déngan demikian dapat
merasalan betapa pentingnya alam. Keberadaan manusia tidak berarti
tanpa benda-benda yang ada di bumi.

Allah SWT memberikan motivasi kepada manusia untuk berusaha

dan bersungguh-sungguh dalam mencari sumber alam yang tersembunyi.

* abdul Mannan, Ekonomi Islam: Teori dan Vraktek, ter]. Nastangin (Yogyahkaria: Dana
'3hakti Wakaf, 1993), hal, 55.

3 Afzalur Rahman, Dokfrin Ekonomi Islam, Jilid 1, terj. Sozroyo dan Nastangin (Jakarta:
Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 225,



Beliau juga menunjukkan hakekat sumber alam vang tidak terhitung dan
manusia tidak boleh berhenti mencarinya.” Ini berarti bahwa seluruh
benda-benda di dunia diciptakan agar berguna bigi manusia dan manusia
itu sendiri harus bertanggung jawab untuk mem:mnfaatkan dengan sebaik-
baiknya.

b. Modal

Modal merupakan hasil kerja apabili pendapatan melebihi
pengeluaran, Untuk meningkatkan jumlah modal, sebuah negara
sebaiknya terus berusaha meningkatkan pendapatannya, hema: dan
cermat dalam membelanjakan pendapatan dan menghindari pengeluaran
yang berlebihan -

Modal yang ada digunakan dengan sebaik-baiknya karena bila
mcdal dibckukan maka tidak dapat menghasilkan lebih banyak lagi
kekayaan. Islam mengutuk tabi’at pembekuan meodal, yang mana
perbuatan terscbul dapat membahayakan masyarakat. Jika setiap orang
mulai membekukan harta atau modalnya maka SEiLI-.l'LIh modal kerja yang
berkenaan dengan produksi akan tertutup dan tidak akan ada kegiatan
perdagangan yang menguntungkan semua pihak.

Suatu sistem ekonomi Islam harus bebas dari bunga. Dalam sistem
itu bunga lidak diperkenankan memainkan pengaruhnya karena dapat

merugikan pekerja, produksi dan distribusi. Dengan alasan inilah modal

2 Ihid., hal. 248.

3 fhid, hal. 287,
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telah menduduki tempat yang khusus dalam esonomi Islam.** Di sini
penulis cenderung menganggap bahwa modal merupakan sarana produksi
yang menghasilkan.

Islam melindungi kepentingan si miskin dengan memberikan
tanggung jawab moral terhadap si kaya. Islam juga mengakui sistem hal
milik pribadi secara terbatas. Setiap usaha apa saja yang mengarah pada
penumpukan kekayaan yang tidak layak di tangan segelintir orang saja
maka perbuatan semacam ini akan dikutuk oleh Allah SWT.H

Untuk meningkatkan pertumbuhan modal dalam masyarakat
hendaknya modal tidak disimpan akan tetapi dimanfaatkan pada hal-hal
yang menguntungkan atau lcbih jclasnya modal atau kckayaan harus
tersebar dan berputar dengan baik.

¢. Tenaga kerja atau buruh

Tenapa kc;-ja atau buruh merupakan salah satu faktor produksi
yang mempunyai arti sangal besar, karcna semua kekayaan alam tidak
akan berguna bila tidak diolah oleh manusia. Aie;m telah memberikan
kekayaan yang tidak terhiiung, letapi lanpa usaha manusia semuanya akan
tersimpan.*®

Dalam [slam, tenaga kerja atau buruh bukan hanya suatu jumlah

usaha atau jasa abstrak yang ditawarkan untuk dijual pada para pencan

** Abdul Mannan, Gp. Cit., hal. 59
= Ibid., hal. 61

* Afzalur Rahman, Op. Cit,, hal. 243.
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tenaga kerja manusia. Mereka yang mempekerjakan tenaga kerja atau
buruh harus mempunyai tanggung jawab moral dan sosial. Demikian juga
dalam berbisnis tidak dapat lepas dari tenaga kerja atau buruh.

d. Organisasi

Seseorang yang berinisiatif merencanakan, memandu dan
menyusun seluruh perusahaan disebut scbagai pioner atau usahawan.
Keseluruhan kerja merencanakan dan mengarahkan perusahaan adalah
kerja organisasi.”’

Dalam suatu analisis ekonomi konvensional laba dihubungkan
dengan pendapatan scorang pengusaha. [ni dianggap sebagai-imbalan
manager yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber-sumber daya
manusia maupun bukan manusia. Demikianlsh bagaimana organisasi
muncul sebagai faktor produksi.*®

Organisasi memainkan peranan yang sangal berarti dan dianggap
scbagai faktor produksi yang paling penting. Dalam beroganisasi juga

ditekankan agar mempunyai sifat jujur, tepat dan bersungguh-sungguh.

Konsumsi
Konsumsi adalah suatu bentuk perilaku ekonomi yang asasi dalam
kehidupan manusia atau sctiap perilaku seseorang untuk menggunakan dan

memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.”

hul. 178.

M ibid., hal. 297, |
** Abdul Manan, Op. Cit., hal. 62.

® Imamudin Yuliadi, Ekonomi Islam Sebuah Pengantar, Cei. 1 (Yogyakurta: LPPL 2001 )



Dalam berbisnis tidak cukup apabila konsumen tampil satu kali saja,
namun untuk keberlangsungan bisnisnya sangal diperluklan konsumen yang
secara teratur memakai serta membeli produk dan jasa schingga menjadi
pelangpan. Konsumen juga harus diperlakukan dengan baik karena
merupakan svarat mutlak untuk mencapai keberhasilan dalam berbisnis.
Dengan kata lain konsumen adalah raja. Tanpa keterlibatan konsumen, bisnis
tidak mungkin akan maju, berkembang dan mengalarai perubahan.

Konsumen dalam hukum ekonomi Islam tidak terbatas pada
perorangan saja letapi juga mencakup suatu badan hukum seperti: yayasan.
perusahaan dan lembaga-lembaga tertentu. Konsuraen adalah setiap orang
atau kelompok atau badan hukum pemakai suatu benda atau jasa karena
adanya hak yang sah, baik dipakai oleh pemakai akhir ataupun untuk proses
sclanjutnya.”® Konsumsi merupakan lingkup bisnis yang terakhir, dimana hal
ini mecrupakan tujuan dan sarana dar scluruh kegialan bisnis bahkan
konsumsi ini yang merupakan target pencapaian dalam memasarkan barang
kepada konsumen. Oleh karena itu hak-hak konsumen I;.arus diperhatikan dan
dilindungi.

Dalam analisis;. konsumsi konvensional dijzlaskan bahwa perilaku-
perilaku konsumen adalah dalam upaya untuk memenuhi kebutuhannya
schingga terjadi kepuasan yang optimal. Sedangkan dalam analisis konsumsi

I[slam bahwa perilaku-perilaku konsumen tidak hanya sekedar untuk

~_

L Muhammad, Etika Bisnis fslam (Yopyakara: UPP AMP YK PN, 2004), hal, 242,



memenuhi kebutuhan rohani.’' Adapun mengenai perintah Islam terhadap
konswmsi dikendalikaln oleh hma prinsip, vyaitu: keadilan, kebersihan.
kesederhanaan, kemurahan hati dan moralitas.™

Selain itu, perlindungan terhadap konsumer. sangat diperlukan baik
sebelum transaksi maupun sesudah transaksi. Konsumien juga berhak dalam
berbagai perlindungan dari pemalsuan atau penipuan, hak pilih dan nilai tukar
yang tidak wajar.
Distribusi dan Pemasaran

Distribusi merupakan pemindahan tempat barang dan jasa dari
produsen ke konsumen. Antara distribusi dan pemasaran memiliki maksud
yang sama yailu memindahkan hasil produks1 ke konsumen. Namun
demikian kedua istilah tersebut berbeda, dimana distribusi menunjukkan
proses pemasaran yang bertujuan memenuhi ketutuhan dan mendorong
keinginan atau kebutuhan yang baru. Scouangkan pemasaran mempunyai
tujuan memenuhi permintaan pasar.

Distribusi merupakan bagian dari aktifitas bis;ﬁs yang di dalamnya
terkandung suatu etika. Etika bisnis dalam perilaku penjualan dan pembelian
dituntut supaya jujur, amanah dan fathonah serta tidak ada pihak yang

dirugikan.*

W tbid, hal, 184.
2 Abdul Mannan, Op. Cit,, hal, 45.

Y Muslih, Etika Bisnis Istami, Cet. 1 {Yopyakarta: konisia, 1928), hal. 87
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Hubungan aktivitas bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam
mempunyai ujuan substantif yang meliputi pengedaan barang kebutuhan
masyarakal, ikut serta menciptakan lapangan Rkerja bagi masyarakat,
memperoleh keuntungan, meningkatkan kesejah'eraan masyarakat dan
pemilik faktor-faktor produksi, serta membantu pregram pemerintah dalam
membangun kesejahteraan masyarakat.™

Setclah barang itu dibuat dan siap untuk dipasarkan kemudian
menentukan metode dan rute untuk menyalurkan barang. Prinsip-prinsip
pengelolaan manajemen distribusi terdiri atas keamanan dan keselamatan atas
barang yang dikirim,tbarang yang datang pada konsumen tepat waktu. Dalam
biaya distribusi konsumen mendapatkan pelayanan yang cepat dan tepat. Hal
ini diharapkan agar barang yang didistribusikan cepat sampai pada konsumen
dengan utuh tidak rusak dan mutunya terjaga. Aliah SWT berfirman dalam

surat al-Isra’ (17) ayat 34:
- Jdpr Dr'I. ] u-ru n.,aj.-
(Vi) ) ‘9}-*'* IRV Tl gy

Artinya: “... dan tepatilah janji karena janji itu akan diminia pertanggung

jawabannya” >

Dijelaskan pula dalam surat an-Nisad' (4) ayat 58 berbunyi:

- @

od 3% z, %
(oA el L. LgJ.M J,i cu Y3 P o r,_{” i

* fbid., hal. 88.

" Depag RI, Op. Cit., hal, 429,



Artinya: “Semngguimya Allah SWT menvuruh kamu uniuk menyampaikan

amanat atau titipan kepada yang berhak meverimanya ... e

Pendistribusian diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha
memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari
produsen ke konsumen. Konsumen merupakan unsur penting untuk
keberlangsungan bisnis dan merubah sasaran pertama dalam pemasaran.
Tanpa adanya konsumen atau pembeli, produksi tidak akan berjalan serta
tidak dapat mencapai target hasil yang diinginkan. Oleh karena itu
memberikan pelayanan yang baik kepada para pembeli atau konsumen sangat
diperlukan.

Proses distribusi merupakan aktivitas pemasaran yang mampu
menciptakan nilai tambah produk melalui fungsi-fungsi pemasaran yang
dapat merealisasikan kegunaan bentuk, tempat, waktu dan kepemilikan.
Disamping itu juga dapat memperlancar aliran kegiutan yang terjadi diantara
lembaga-lembaga pemasaran yang terlibat dalam preses pemasaran.”

Dalam proses pendistribusian, harga memainkan peranan penting
untuk memberikan inform:si kepada para konsumen dan perusahaan tentang
sumber daya apa yang bemilai dan mendorong faktor ckonomi untuk

mengambil keputusan yang cfisien dalam mem anfaatkan sumber daya

tersebut. Sumber daya vyang ada harus digunakan seefisien mungkin.

® Ibid, hal. 128,

M. Manullang, Op. Cir, hal. 234,
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Kemampuan untuk menggunakan sumber daya intlah yang akan menjadi
penentu utama kesejahterann suatu negara.

Untuk menawarkan produknya ke pasar, perusahaan harus bekerja
sama dengan berbagai perantara dan saluran diztribusi dalam aktivitas
distribusinya. Scbelum penjual mendistribusikan barangnya, ia harus sudah
mengenal barangnya yang akan dijual serta hsrus mampu memenuhi
kebutuhan para konsumen, sehingga konsumen merusa puas denpan apa yang
didapatkan. Ia juga harus meyakinkan konsumen ugar tetap mengkonsumsi
barang-barang tersebut. Tentunya dengan sifat yanz jujur dalam informasi.
pengetahuan yang baik tentang barang, tahu kebutuhan konsumen, cepat
tanggap dan trampil dalam melayani serta berkepribadian baik.**

Tersclenggaranya kegiatan bisnis karena adanya pihak-pihak atau
variabel-variabel yang tersedia di lingkungan dan yang terkait dengan bisnis
itu sendiri. Hubungan bisnis dengan perusahaan saat ini makin tertantang
untuk mampu melaksanakan etika bisnis pada masing-masing pelaku
ckonomi didalam kerangka ekonomi global.

Distribusi kadang-kadang juga di scbut saluran perdagangan. Saluran
distribusi ini merupakan suatu struktur yang ocnggambarkan alternatif
saluran yang dipilih dan menggambarkan situasi pemasaran yang berbeda
oleh berbagai macam perusahaan atau lembaga usaha seperti produsen

pedagang besar dan pengecer. Hal ini dapat dipertimbangkan sebagai fungsi

* Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, Edisi Milenium 2. \erj. Hendra Teguh, e all,
{ Yogyakarta: Prenhallinde, 2002), hal. 199,
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yang baru dilakukan untuk memasarkan barang secara efektif. Sering pula
terjadi persaingan diantara sistem distribusi dari produsen yang berbeda.

Dalam sistem ekonomi kapitalis, perdagangan terpusat pada
distribusi pasca produksi, yaitu setclah mercka meaghasilkan barang untuk
suatu proyek. Pandangan mereka terfokus pada sang dan harga. Dalam
kaitannya dengan distribusi hasil produksi, dapat ditemukan adanya empat
bagian:

a. Upah atau gaji untuk para pekerja

b. Keuntungan ya;lxg ltinggi sebagail imbalan modal
c. Sewa tanah yang digunakan

d. Laba bagi para manager yang mengelola.”

Islam menolak keberadaan keuntungan yang tinggi. karena
keuntungan yang tingei itu adelah bunga vang diharamkan bahkan termasuk
dalam kategori dosa besar. islam mengakui hak individu untuk memiliki
harta, Mencari nafkah sesuai dengan hukum yang berlaku dan dengan cara
yang adil adalah suatu kewajiban dasar dalam Is’am. Kewajiban terscbut
tidak membatasi jumlah kepemilikan dalam suatu perdagangan tetap: hanya
melarang pencarian keckayaan melalui cara-cara yang ifegal. Dalam
pendistribusian, Islam tidak menyetujui perbuatan menimbun atau

mengambil keuntungan yang tinggi alas kesulitan orang lain.

* yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Cet !, terj. Zainal Aritin (Jakarta:
Gema Insani Press, 1997), hal. 201.



Sejalan dengan kebutuhan manusia yang semnakin meningkat, maka
manusia berusaha bersaing dengan sesamanya untuk mencukupi
kebutuhannya. Persaingan dalam tindakan ekonom: dapat diartikan sebagai
tindakan positif untuk mencapai titik keseimbangin.*” Melalui persaingan,
scorang produsen dapat memperhitungkan cara meningkatkan kualitas dan
palayanan atau bahkan bisa merebut pasar dan konsumen dengan cara
melakukan menopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Persoalan yang tidak
dibenarkan olch hukum adalah kebijakan yeng tidak efisien dan
meningkatkan hambatan masuk pasar bagi pesaingniya. Apabila hal ini terjadi
maka akibatnya adalah penggunaan tindakan jyang tidak efisien dan
terdistorsinya pasar.

Prakiek monopoli dan persaingan usaha tidok sehat perlu diatur oleh

dunia hukum, agar tidak menghambat persaingan vsaha dan kepentingan

umum. Atas dasar ini lahirlah sebuah Undang-Undang yang mengatur
masalah anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan lahirnya
Undang-Undang ini diharapkan ada pengawasan tersendiri dan  pihak
pemerintah.

Dalam pendistribusian, pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan
barang dan jasa dcngtan cara melakukan jual beli atan menetapkan harga yang
sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirken atau mematikan usaha

pesaingnya di pasar yang akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya praktek

¥ Ade Maman Suherman, Aspek Hikum dalum Ekonomi Global (Bogor: Gha'ia Indonesia,
2005). hal. 158.



monopoli. Selain itu pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam
menctapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian atau
komponen harga barang dan jasa.

Distribusi pendapatan merupakan bagian yang terpenting dalam
membentuk kesgjahteraan. Dampak dari distribusi pendapatan bukan saja
pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan politk. lslam memberikan
perhatian lebih terhadap distribusi pendapatan dalam masyarakat. Selain itu
Islam juga memperhatikan berbagai sisi perilaku manusia dalam memenuhi
kebutuhannya.

Mekanisme distribusi juga merupakan tanggung jawab negara dengan
mengedepankan kepentingan umum dari pada kepentingan kelompok atau
golongan apalagi perorangan. Oleh karena itu sektor publik yang digunakan
untuk kemaslahatan umat jangan sampai jatvh di tangan orang yang
mempunyai visi kepentingan kelompok, golongan atau kepentingan pribadi.*'

Dari ketiga pcr?ggcrak kegiatan ekonomi di atas, harus dilakukan dengan
sebaik-baiknya agar apa yang menjadi tujuan berekonomi dapat tercapai. Bagi
seorang muslim melakukan aktivitas ekonomi dengan orang lain sebagai bagian
dari perilaku untuk memenuhi tanggung jawabnya di hadapan Allah SWT, Hal
in1 menjadikan seorang muslim bekerja tidak seedar untuk memenuhi

kebutuhan materi letapi juga terpenuhinya keridhaan JlgAi.

! Heri Sudarwono, Op. Cit,, hal. 231.
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D. Ciri-ciri Ekonomi Islam

Ekonomi Islam mempunyai ciri-ciri khusus yang membedakan dari

ckonomi hasil pencmu:lm ;nanusia‘ Adapun ciri-cirinya yaitu:*?

1. Ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem Islam yang menyeluruh

Tidak sclayaknya bagi kita untuk mempelajari ckonomi Islam
terlepas dari agidah dan syari’at Islam, karena sistem ekonomi Islam
merupakan bagian dari syari’a: Islam dan erat hubungannya dengan agidah
scbagai dasar. Hubungan ckonomi Islam dengan agidah dan syari’at Islam
itulah yang menycbabkan kegiatan ckonomi dalam Islam berbeda dengan
kegiatan ckonomi menurut sistem-sistem hasil penemuan manusia, yang
menyebabkan memiliki sifat pengabdian dan cita-cita luhur, dan
menyebabkan memiliki pengawasan atas pelaksanaan kegiatan ini dengan

pengawasan sebenarnya, Uraiannya adalah scbagai berikut:

a. Kegiatan ekonomi dalam [slam bersifal pengabdian. Semua pekerjaan
vang dilakukan oleh orang [slam, baik pekerjzan ekonomi atau bukan.
bisa berubah dari pekerjaan material menjad) ibadah yang lerpahala
apabila dalam pekerjaannya bermaksud mengubah niatnya untuk
mendapatkan keridhaan Allah SWT. ™

b. Kegiatan ckonomi dalam Islam bercita-cita Iuhur. Sistem hasil
penemuan manusia, baik kapitalisme maupun sosialisme, bertujuan

untuk memberikan keuntungan material setaata. Akibatnya terjadi

* Ahmad Muhammad al-* Assal dan Fathi Ahmad *Abdul Karine. Op. Cir, hal 21

Y hid, hal, 24,



persaingan yang menghancurkan antara yang satu dengan yang lainnya
dengan maksud menguasai perckonomian, menwonopoli pasar-pasar dan
sumber-sumber bahan bzku.**
¢. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ekonomi dalam Islam adalah
pengawasan yang sebenarnya, yang mendapat kedudukan utama. Sistem
ckonomi hasil penemuan manusia terpisah dari agama dan
menyingkirkan pengaruhnya dari kehidupan perekonomian. Bahkan
sebagian sistem ini ada yang menyingkirkan ajjama secara keseluruhan,
seperti Sosialisme Marxisme. Akibatnya, pengawasan ini diserahkan
kepada kekuasaan, Otomatis pengawasan ini hanyalah pengawasan luar
belaka yang tak mampu menjamin tercalisasikannya cita-cita.™
Dalam lingkungan Islam, di samping adanya pengawasan
syari’at yang dilaksanakan olch kckuasaan, adapula pengawesan yang
lebih ketat dan lebih aktif yakni pengawasan dari hati nuiani yang
terbina atas kepercayaan akan adanya Allah S'WT dan perhitungan hari
akhir.
2. Ekonomi [slam merealisasikan keseimbangun antara kepentingan individu
dan masyarakat
Cita-cita kegiatan ekonomi menurut [slam: bukanlah meuciptakan
persaingan, monopoli, ataupun sikap mementingkan diri sendiri dengan usaha

mengumpulkan semua harta kekayaan dunia. Akan tetapi, cita-citanya adalah

“ Ihid., hal. 29.

 Ibid., hal, 30.



merealisasikan kekayaan, kesejahtcraan hidup dan keuntungan umum bagi
seluruh masyarakat yang disertai niat melaksanakan hak khilafat dan
mematuhi perintah Allah SWT.*

Dengan adanya ciri-ciri ekonomi Islam di atas penulis memandang bahwa
ekonomi Islam merupakan satu bagian saja dari sistem ekonomi Islam yang
menyeluruh dan merupakan hal yang paling nyata dari nal-hal yang membedakan
ekonomi Islam dengan ekonomi lainnya. Kemudiaa ekonomi Islam juga
mercalisasikan kepentingan individu dan masyarakat. Dengan kata lain, Islam
mengakui kepentingan individu dan kepentingan orang banyak selama tidak ada
pertentangan antara keduanya Jika terjadi pertentangan antara keduanya, yang
mana tidak mungkin untuk diselenggarakan adanya keseimbangan, maka Islam

mendahulukan kepentingan orang banyak dari pada kepetingan individu.

¥ thiet, hal. 33.




BAB III

PENIMBUNAN BARANG (THTIKAR) DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Penimbunan Barang (Hheikér)

Di dalam Kamus al-Munawwir, penimbunan diartikan sebagai ( _J'lg-'::'-"h"l},

artinva penimbunan barang agar terjual mahal.! Menimbun (JISL':.;-‘N), artinya
S o ] rl . .

zhalim atau aniaya dun merusak pergaulan (3 y5\®ad! £\l maksudnya upaya

penimbunan barang dagangan untuk menunggu melonjaknya harga.?

Penimbunan atau fhtikdr, diartikan sebagai monopoli.’ Pengertian
penimbunan atau Jhtikdr itu sendiri adalah proses atau cara mengumpulkan harta
benda sebanyak-banyaknya untuk keperluan pribadi dan kehidupan keluarganya,
tanpa memikirkan nasib orang lain.*

Adapun yang dimaksud dengan penimbunan adalah orang yang
mengumpulkan barang-barang dengan menunggu wakiu naiknya harga semata
karena makna kata Hakara, menurut bahasa artinya Istabadda (bertindak
sewenang-wenang). Maka Jhtakara asy-Syai'a, menurut makna bahasa bermakna

Jama'ahiv  wa  Ihtabasahin  Intidhdran  Lighila'thi  fayabi'u  bil  Katsiri

"Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka
Progresif, 1997}, hal. 285.

*M, Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam istam (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, *
2007), hal, 150-151.

TAsad M. Al-Kalali, Kamus fndonesia- Arab (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hal.353.

“Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: v
Balai Pustaka, 1993), hal, 947,
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(mengumpulkan sesuatu dengan menahan dan menunggu naiknya harga, lalu
menjualnya dengan harga yang tinggi).’

Dari sepi bahasa penimbunan adalah mengumpulkan harta antara
sebagian dengan sebagian yang lain serta menyimpannya. Harta yang ditimbun
maknanya adalah harta yang dikumpulkan. Jadi penimbunan adalah harta yang
dikumpulkan antara satu dengan yang lain dalum perut bumi. Menimbun dalam
al-Qur’an disebutkan dengan kata Kanz, yaitu semata-mata mengumpulkan harta
antara sebagian dengan sebagian yang lain, tanpa adanya suatu kebutuhan ketika
mengumpulkannya. Mengumpulkan harta semacam ini iermasuk dalam kategori
penimbunan yang tereela, yang pelakunya telah diancam oleh Allah SWT dengan
adzab yang pedih.”

Dalam al-Qur’an, [htikdr atau penimbunan disebut dengan istilah
Yakniziin. Kata }’aknf;m} berasal dari kata Kanaza, disebutkan dalam al-Qur’an
dalam berbagai bentuknya secbanyak 8 (delapan) kali. Pada bentuk Kanaziimn dan
Takniziin, berarti harta yang kamu simpan, sedangkan istilah Yaknizun berarti
menimbun harta. Pada bentuk Kanzun disebut 3 (tiga) k.aIi daiam pengertian
perbendaharaan, kekayaan harta simpanan. Dan pada bentuk Kumiiz digunakan
dalam konteks Qarun yang dianugerahi perbendaharaan harta yang melimpah tapi

berlaku aniaya.”

*Tagqyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif> Prespekiif fsfam, terj.
Mohammad Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal. 209-210.

“ Ibid., hal. 281-282. v

" Muhammad, Etika Bisnis fslami (Yogpyakarta: UPP AMPYKI'N, 2004), hal. 242.
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Dalam kitab Fath al-Mu’in discbutkan:

- @ PR R o & = P B v A, F8 - Ap. 8, -4 B e =
Ko ST as I Y YA cB)y d o) fab LS T S
e sk o 41 0 ) 5 s B 2

P

"Intikdr ialah menahan barang pembelian di wektu harga mahal, bukan
sewaktu harga murah, untuk dijual kembali d2ngan harga diatasnya,
ketika penduduk setempat atau orang lain sanzal memerlukan barang
tersebut sekalipun wakin membeli bukan dimaksudkan untuk itu. "

Pengertian lain dari penimbunan atau  spekulan adalah menahan
komoditas yang dibutuhkan masyarakat dari sirkulasi pasar dalam satu masa
tertentu agar harganya naik, setelah naik, barang terscbut dijual ke pasar.'”

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan hahwa penimbunan yaitu
mengumpulkar barang kemudian menyimpannya dengar maksud agar barang itu
berkurang peredarannya, sehingga pada suatu waktu harganya meningkat. Di saat
itulah penimbun mengeluarkan barangnya dan mendistribusikan barang itu
dengan harga yang tinggi yang ditctapkan sendiri secora sewenang-wenang di

luar standar yang berlaku di pasar.

. Dasar-dasar Pelarangan Penimbunan Barang (Jitikas,
Islam memberikan kebebasan pada sctiap orung dalam m:lakukan
kegiatan usahanya atau bisnisnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai

umum (universal) yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadits, yang

*Syekh Zainuddin bin ‘Abdul Aziz al-Malaybary. Fath al-Mw'in (Dimsyaq: Dér al-Kitab

al-lslamy, 1.1.), hal. 69.

*Aliy Asad, Tarjamah Fatiul Muin, Jilid. Il (Yogyakarta: Metiara Kudus, 1979). hal. 179,

10 abdullah *Abdul Husain at-Tariqi, Ekonomi fslam: Prinsip, Dasar, dun Tujuan terj.

M. Irfan Syofwani (Yogyakaria: Magistra Insania, 2004), hal. 197,
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menyatakan bahwa perbuataan aniaya termasuk di dalamnya fhatikdr (menimbun)
diharamkan oleh agama Islam.

Dalam al-Qur’an surat al-Maidah (5) ayat 2 yang berbunyi;

(¥ saalty . 00T Y1 (e 156 Vs 4801 A e 1.~

Artinya: “.....Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan (mengerjakan
kebajikan) dan bertagwalah dan janganlah kamu tolong-menolong
dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”"

Allah SWT juga berfirman dalam surat al-Bagarah (2) ayat 279, yang

berbunyi:

.-ois R I P e s
rg-“y u"JJJ(‘g‘L’r"“UIJ d_}-ﬂ_}_ﬂ dﬂidu_,?u IJJ.‘-@ l_,lmp.[
(YVA a0 Okl Y U}.n.u:u

Artinya: “Maka fika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka
ketahuilah, bahwa Allah dan Rasui-Nya akan memerangimu. Dan
Jika kamu bertaubat (dari pengambilaan riba), maka bagimu pokok
hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” '*

op
y

Dalam kitab Sunan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda:

:_;-"‘GE'L.-I'IUJMélébjjﬁi;ﬂjﬁﬁimdfhgﬁlkluj}

: J6 Al hgm!a.&oiﬁm'“bbwd‘f”gicgwi' L,.E-;_Alfid..hq.mn
& “wbb- m;;;ﬂ" 'P.\;',a.i«.-. g L51.@.1351 i
Artinya: “Mewartakan kepada kami Abit Bakar bin Abi Syaibah < Yazid bin

Harim < Muhammad bin Ishdg < Sa'id bin al-Musayyab
Ma'mar bin ‘Abdullah bin Nadhlah, dia berkata: Rasulullah SAW

" Depag RI, Al-Qur ‘an dan Terfemafinya (Semarang: CV. Al-Waah, 1993), hal. 157.

2 1bid., hal. 70.

" Abil *Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazawaini, Sunan bnu Majah, Juz.  (Beirut: Dar
al-Fikr, 1995), hal. 678.
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bersabda: “Tidak ada yang berani menimbun (dagangan) kecuali
orang yang berdosa.™"*

Pada dasarnya hadits di atas menunjukan suvatu larangan terhadap
penimbunan barang, akan tetapi suatu larangan yang sangat jelas tentang

penimbunan terdapat dalam hadits Rasulullah SAW:

u,gta:_,ad_.mﬂmi;-:as-nfiaﬁé-t;a_a@ &:;j:asui:-r
:,.”:_J-E' Migwuﬁcdlﬁ-i?u;.bjuaglbuﬁauhygﬁﬁu

-

By LG oy L e dn 0y 06 06 ol

]5“0' J]F J;:u A Hjj

Artinya: “Mewartakan kepada kami Nashr bin ‘Ali Al-Jahdhami < Abu Ahmad
& Israil & Aliy bin Salim bin Tsauban < Sa'id bin Al-Musayyab,

& Umar bin Al-Kaththab, dia berkata: Rasufullah SAW bersabda:”

Seseorang pedagang ity akan diberi rizqi dan seorang penimbun
dagangan itu dilaknati.”"®

Rasulullah SAW menyatakan dengan jelas bahwa penimbunan itu
dilarang dalam Islam, schingga kita diwajibkan untuk tidak melakukan perbuatan
yaz;g dibenci dan dilaknat oleh Allah SWT. Sesuai dengan hadits di atas,
penimbunan dapat digiyaskan dengan monopoli lantaran ada ‘lllar yaitu
“kemadharatan yang menimpa orang banyak,” yang terdapat pada kata Jhtikar,

sehingga menetapkan hukum penimbunan sama dengan monopoli, yaitu haram.

"abdullah Sonhaji, Tarjamah Sunan Ibnu Majah, Cer. | (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993)

hal. 15.

*Abii *Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazdwaini, Op. Cit.. hal. 678.

'® Abdullah Sonhaji, Op. Cit, hal.15.
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C. Unsur-unsur Penimbunan Barang (fhitikir)
Menurut prinsip hukum Islam, barang apa saja yang dihalalkan Allah
SWT, maka halal pula untuk menjadi objck penukaran atau perdagangan.
Demikian pula halnya segala bentuk barang-barang vang diharamkan Allah
SWT, maka haram pula untuk diperdagangkan. Di samping itu terdapat pula
ketentuan hukum Islam bahwa barang itu pada dasarnya adalah halal, akan tetapi

|
karena sikap serta perbuatan para pelakunya maka usahanya itu menjadi haram. '

7

Selain itu Islam juga melarang usaha spekulatif, maksudnya adalah bentuk
usaha yang pada hakikatnya merupakan gejala untuk membeli sesuatu dengan
harga yang murah pada suatu waktu dan menjual barang yang sama dengan harga
yang mahal pada waktu lain. Bila harga pada masa depan diharapkan lebih baik
dari pada harga sekarang, maka para pembeli spckulatif membelinya dengan
maksud untuk menjualnlya dengan harga yang lebih tinggi kelak. Para spekulan
dinyatakan memben keuntungan yang besar bagi para konsumen.

Telah dikatakan bahwa perbuatan menimbun barang dagangan adalah
perbuatan yang salah (terlarang). Sebab penimbun sendiri akan menjurus kearah
ketamakkan dan keburukan moral yang akan merugikan orang banyak.

Pada dasarnya, Rasulullah melarang penimbunan barang-barang pangan
selama 40 (empat puluh) hari, sebab penimbunan itu dapat merusak stabilitas

ckonomi. Bila penimbunan itu dilakukan selama beberapa hari saja atau belum

mencapai 40 (empat puluh) hari, dzpat dipandang sebagai proses pendistribusian

'" Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ., Problematita Hukum Islam Komemporer
{11 (Jakarta: Pustika Firdaus, 1995), hal. 101.



dari pengusaha yang satu ke pengusaha yang lain. Hal yang seperti ini belum

dianggap sebagai suatu penimbunan yang membahayakan masyarakat, Akan

tetapi bila telah mencapai 40 (empat puluh) hari atau lebih, maka sudah dianggap
sebagai penimbunan. Karena bagaimanapun juga mercka sangat membutuhkan
bahan makanan sebagai kebutuhan hidupnya.'®

Dalam hubungan ini para ahli figh berpendapat, bahwa yang dimaksud
dengan penimbunan terlarang atau yang diharamkan adalah apabila terdapat
unsur-unsur sebagai berikut:"”

1. DBarang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya, serta tanggungan
untuk persediaan setahun penuh. Karena sescorang boleh menimbun
persediaan nafkah untuk dirinya dan keluarganya dalam tenggang waktu
sclama satu tahun.

2. Barang yang ditimbun itu dalam usaha menunggu saat naiknya harga,
schingga dapat dijual dengan harga yang tinggi, dan para konsumen sangat
membutuhkan barang itu,

3. Penimbunan itu dilakukan pada saat manusia sangat membutuhkan barang
tersebut. Dalam hal ini bila barang yang ada di tangan pedagang tidak
dibutuhkan para konsumen, maka hal itu tidak mengakibatkan kesulitan pada
manusia,

Dari ketiga unsur-unsur itu, bila dianalisa dari aspek keharamannya dapat

disimpulkan bahwa penimbunan yang diharamkan adalah terhadap barang-barang

Bibid, hal. 102.

Pibid, hal. 103, Lihat Sayyid Sabiq Fikih Sumnah, Jilid 12, alih bahasa Kamaluddin
A. Marzuki (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997), hal. 105-106.
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kelebihan dari keperluan nafkah dirinya dan keluarganya dalam masa satu tahun.
Hal ini berarti, bila la menimbun barang konsumsi untuk mengisi kebutuhan
hidup keluarga dan dirinya dalam tenggang wakiu satu tahun tidaklah
diharamkan, sebab hal yang demikian adalah wajar untuk menghindari kesulitan

ekonomi dalam masa paceklik atau krisis ckonomi lainnya.

Kemudian pengharaman terhadap penimbunan barang-barang tersebut
dikarenakan adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan yang berlipat
ganda. Sebab, bila barang itu tidak ditimbun dan langsung didistribusikan kepada
konsumennya, keuntungan yang didapatinya tidaklah sebesar seperti
penimbunan. Di samping itu dapat merusak harga barang, dari harga yang rendah
meclambung ke harga yang lebih tinggi.™

Ini sudah merupakan suatu tradisi dalam dunia perniagaan, bila barang-
barang dagangan semakin berkurang beredar di pasar, maka harganya akan
menjadi naik. Mengenai perilaku konsumen, yang paling sederhana terdapat
dalam hukum permintaan yang menyatakan bahwa “bila harga suatu barang itu
naik, maka permintaan akan turun”. Begitu juga sebaliknya “bila harga suatu
barang rurun, maka permintaan akan naik. "2l Di saat inilah bagi penimbun
barang untuk mengeluarkan barangnya guna memenuhi permintaan atau
kebutuhan konsumen. Dengan melihat unsur-unsur di atas, dapat disimpulkan
bahwa unsur-unsur terscbut telah menyimpang dari tujuan-tujuan kebijakan

ckonomi Islam.

* thid  hal, 103-104,

*'Boediono, Seri Sinopsis Pengantar Hmu Ekonomi Ne. [ Ekomomi Mikro, Cet [X
(Yopyakarta: BPFE, 1998}, hal. 13.
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Di antara tujuan-tujuan kebijakan ckonomi [slam. vaitu: ™
1. Maksimalisasi tingkat pemanfaatan sumber
Dalam hal ini tujuan pembangunan. Tujuan ini mencakup secara utuh
dan menyeluruh sumbér-sumber alam dan manusia yang ada di negara yang
bersangkutan. Sumber-sumber alam di bumi, baik di atas atau di bawah
permukaannya adalah anugeran Allah SWT.
2. Minimalisasi kesenjangan distributif
Keutamaan tujuan kebijakan ekonomi Islam ini adalah mengutamakan
prinsip kesamaan harga diri dan persaudaracn. dan prinsip tidak
dikehendakinya pemusatan harta dan penghasilan pada scjumlah kecil orang
tertentu, serta harta itu harus beredar tidak hanya pada orang-orang kaya saju.
3. Pelaksanaan aturan-aturan permainan oleh unit-unit eckonomi yang
merupakan salah satu bagian integral dari kesatuan politik umat muslim
adalah lembaga hisbah.

Adapun institusi lembaga hisbah didefinisikan olch Abdul Hadi sebagai
sistem yang membuat scscorang bisa berlaki. benar dalam i;:erilaku mercka. Dan
Mawardi mengatakan bahwasannya hisbah adalah satu sisten:  untuk
memerintahkan yang baik dan adil, jika keadilan sedang dilanggar atau tidak adil

ketika keadilan itu sedang dilakukan.”

22 Monzer Kahf, Ekonomi Istam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam,
Cet. /, terj. Machnun Husein ( Yogyakarta: Aditya Media, 2000), hal. 170-172.

o Mustaq Ahmad, Etika Bisnis dalam Islam, Cet. I, terj. Samson Rahman (Jakarta: Pustaka
Al-Kautsar, 2001), hal. 163.
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Tugas-tugas penting muktasib (pelaku hisbak), nenurut [bnu Teimiyyah
adalah:
a. Memerintahkaan pelaksanaan amanah kepads yang berhak.
b. Mencegah semua bentuk kejahatan perilaku dan pidana pelanggaran
hukum, khususnya penipuan dan kecurangan. Tugas secorang
Mahiasib adalah untuk memberikan rasa percaya bahwasannya dalam
masyarakat sudah tidak ada ketidekjujuran <an penipuan, khususnya
yang menyangkut masalah timbangan d:n takaran, pembuatan
rnakanan, transaksi kredit dan perdagangan sccara umum.**
Diharapkan para Muhtasib melakukan supervisi atau pengawasan terbadap
semua keberlangsungaan perdagangan. Dia hendaknya melakukan pengecekan
terhadap kemungkinan terjadinya tindakan penimbunan. Tugas Multasib adalah
menghentikan semua bentuk penimbunan barang-barang yang dibutuhkan oleh
masyarakat banyak. Karena prakiek penimbunan ini Jilarang oleh Rasulullah
i
SAW, maka para penimbun itu hendaknya dipaksa untuk menjual barang-barang
vang ditimbunnya itu dengan harga jual yang la beli. Selain itu Muhtasib juga
dituntut untuk mencegah semua penipuan dalam semua bentuk transaksi dengan
menentukan aturan-aturan yang jelas bagi para pedagang.”®
Dengan adanya lembaga hisbah, diharapkan kegiatan bisnis atau
perdagangan dapat berlangsung dengan baik dan sesuai dengan apa yang
diinginkan dalam Islam.

Dengan adanya unsur-unsur penimbunan barang (/htikdr) di atas adalah

sebagai landasan sescorang dalam melakukan bisnis atau berdagang. karcna

M fthid., hal. 165.

» Ibid.
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tujuan bisnis atau berdagang adalah untuk memperoleh keuntungan, dan

keuntungan ini dapat diperoleh dengan 2 cara, yaitu:

1. Keuntungan diperolch dengan menyimpan barang untuk: dijual dengan harga yang
lebih tinggl, pada saét sescorang mencari dan tidak mendapatkannya. Kemudian
datanglah orang vang sangat membutuhkan dan dia sanggup membayar berapa
saja yang diminta kendatipun sangat tinggi dan melewati batas.

2. Keuntungan diperoleh dengan cara memperdagangkan suatu  barang
kemudian dijualnya ' dengan keuntungan yang sedikit. Kemudian dia
membawa dagangan lain dalam waktu yang dekat dan dia memperoleh
keuntungan juga. Selanjutnya dia berdagang lainnya pula dan memperolch
keuntungan lagi dan begitu seterusnya.”®

Mencari keuntungan yang kcdua ini lebih banyak membawi kemaslahatan
dan mendapat berkah dari Allah SWT, dibandingkan deagan cara yang periama.

Cara yang pertama adalah cara yang dilarang dalam Islam, karena cara mengambil

keuntungannya dengan menyimpan sampai masyarakat merasa kesulitan untuk

mendapatkan barang tersebut kemudian dijualnya dengan ha;ga yang lebih tinggi.
Sebab-sebab kenaikan harga itu sebenamya dikarenakan:

Bertambahnya persediaan nilai uang

Berkurangnya produktivitas

Bertambahnya kemajuan aktivitas. dan
Berbagai pertimbangan fiskal dan moneter.”’

-

* vysuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, terj. Wahd Ahmadi, ¢r.all,, Surakarta:
Era Intermedia, 2005), hal. 360-361.

2 Abdul Manan, Ekonomi iIslam: Teori dan Praktek, ter), Nastangin (Yogyakarta: Dana
Bhakti Wakaf, 1995}, hal. 154-155.
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Memang benar bahwa bertambahnya persediaan vang menyebabkan
tuntutan  yang efektif. Tetapi tiap perluasan vang yang (erjadi ditengah
pertumbuhan produksi (barang) yang mengecewakan, yang menycbabkan
ketidakscimbangan vang besar antara ketersediaan barang-barang dan tuntutan
moneter menyebabkan penckanan inflasi. Perluasan dalam persediaan uang juga
memberi semangat kepada aktivitas spekulatif dalam skala besar mencari
sumber-sumber dalam bentuk menahan barang-barang secara berlebihan. ™

Berkurangnya barang dengan cara buatan yang diciptakan oleh para
pengusaha serakah, mengakibatkan perubahan harpa yang disebabkan oleh:

1. Usaha spekulatif
2. Penimbunan
3. Perdagangan gelap dan penyelundupan.®

Dalam hal ini Monzer Kahf menolak keuntungan setinggi-tingginya
dalam usaha perdagangan, sebab keuntungan yang tinggi itu bertentangan
dengan prinsip ekonomi Islam. Monzer Kahf juga merumuskan kerangka dasar
bahwa “Semua harga, baik dan faktor-faktor produksi maupun dari barang-
barang produksi, yang berasal dari mekanisme ini, dalam hubunganya dianggap
scbagal layak atau adil.” Dan konsepsi harga seria keuntungan yang layak atau
adil bergerak antara apa yang olch para ahli ekonomi modemn dianggap biasa dan

oleh pakar ekonomi Islam dianggap memenuhi norma-norma Islam.”

* fbid
*? tbid, hal. 158,

*! Churaimah T. Yanggo, Op.Cit., hal, 99,
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Spekulasi atau penimbunan, tanpa kehadiran ekonomi Islam sangat marak di
sebagian masyarakat. Modelnya bervariasi. Diantarauya telah tersebar dalam
masyarakat kapitalis dengan hukum individu yang dipraktokkan secara individu dan
organisasi produksi. Spekulasi terkadang merupakan hasil kescpakatan yang
ditransaksikan olch beberapa produsen dalam pembagian pangsa pasar diantara
mereka, serta nilai harga yan: mereka tetapkan. Spekulasi telah memunculkan
banyak kerusakan besar dalam produksi, pemeliharaar bentuk-bentuk industn
tertentu, dan sebagainya. Semua ini diharamkan dan tidak ~oleh dilakukan.”’

Baik kitab suci al-Qur'an dan hadits dengan t:gas mengutuk aktivitas
semacam ini. Spekulasi mengandung arti membeli suatu komoditi. dengan
maksud akan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, hal ini mengakibatkan
kenaikan harga. [slam benar-benar mengutuk jenis kenaikan buatan dalam harga
karena dalam kehidupan yang sesungguhnya spekulasi itu tidak sah, sebab hal ini

cenderung akan menghancurkan diri sendiri.

Bentuk-bentuk Penimbunan Barang (ffnikar)

Pada bab ini telah disebutkan bahwa penimbunan disamakan dengan
monopoli, karcna adanya ‘fllat yaitu™ kemadharatar yang menimpa orang
banyak.” Yang mana jika kemadharatan akan menimpa orang banyak, maka
orang banyaklah yang harus diutamakan.

Kata Monopoli terbayang dalam benak manusia adanya scseorang atau
sekelompok orang menguasai suatu bidang tertentu secara mutlak tanpa

memberikan kesempatan kepada orang lain untuk ikut ambil bagian. Dengan

s abdullah * Abdul Husain at-Tériqi, Op.Cir., hal. 198-199.
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memonopoli suatu barang, berarti terbuka kesempatan untuk mengeruk
keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan kantong sendiri.*

Dalam aktivitas ekonomi, perilaku buruk antara lain ditandai dengan
perilaku pengelolaan bisnis yang menyimpang dari kewajaran partner kerja
bisnis, seperti:

1. Sengaja menghianati janji yang disepakati dalam Kerjasama.

2. Berlaku curang terhadap partner kerja.

3. Berbohong pada stake holders.

4. Berlaku monopoli yang merugikan pihak lain.

5. Membuat kerusakan dan tidak mengganti atas kerusakan lingkungan.™

Di sini monopoli diartikan sebagai kekuasaan untuk menentukan harga,
kualitas dan kuantitas suatu produk (barang) yang ditawarkan kepada
masyarakat. Pada asalnya, produk atau barang yang ditawarkan itu merupakan
hasil penimbunan yang dilakukan secara sengaja oleh penimbun dengan
menunggu naiknya harga, kemudian menjualnya dengan harga yang ditentukan
sendiri. Masyarakat tidak permnah diberi kesempatan untuk menawar harga.

Sebagai suatu kenyataan memang tidak dapat menghindari diri darl
praktek penimbunan (monopoli) yang sekarang ada. Monopoli sudah merupakan

konsekuensi lopis atas pemilihan sistem-sistem ckonomi yang ada.

“Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli, Cet. If (Jakarta: | -
PT. RajaGrafindo Persada, 2000), hal. 2.

 Muslich, Etika Bisnis Islami (Yogyakaria: Ekonisia, 2004), hal. 64.
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Kemunculannya pun dapat terjadi dalam beberapa bentuk dan cara, antara lain:
1. Monapoli yang terjadi karena kehendak hukum (Meneopoly By Law)

Undang-undang tahun 1945 pasal 33, juga membenarkan adanya jenis
monopoli ini, yaitu dengan memberi monopoli bagi negara untuk menguasai
bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta cabang-
cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Sehingga jenis
monopoli seperti: perlistrikan, air minum, kereta api dan sektor-sektor lain
yang karena sifatnya memberi pelayanan untuk masyarakat dilegitimasi
untuk dimonopoli dan tidak diharamkan.

2. Monopoli yang lahir dan tumbuh secara alamiah (Mosopoly By Nature)

Yaitu monopoli yarg lahir dan tumbuh secara alami, karena didukung
oleh iklim dan lingkungan yang cocok. Bentuk m~nopoli seperti ini dapat
dilihat dalam tumbuhnya perusahaan-perusahaan yzng memiliki keunggulan
dan kekuatan terlentu, yang dapat menjadi raksase bisnis yang menguasai
seluruh pangsa pasar yang ada.

3. Monopoli yang dipercleh melalui lisensi dengan menggunakan mekanisme
kekuasaan (Monopoly By License)

Monopoli jenis ini yang sering menimbulkan distorsi ekonomi, karena
kehadirannya menggangpu kescimbangan (equilibrium) pasar yang scdang
berjalan dan bergeser kearah yang diinginkan oleh pihak yang memiliki

monopoli tersebut.

** Ahmad Yani dan quial't-van Widjaja, Gp. Cit., hal. 4-6.
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Dari ketiga bentuk monopoli ini. yang tidak diperbolehkan yaitu
monopoli yang diperoleh melalui fivensd, yang mana bentuk seperti ini sangat
mengganggu aktivitas ckonomi.

Sebagaimana telah diketahui bahwa penimbunan barang atau Misikdr itu
dilarang, karcna tindakan atau perbuatan terscbut menimbulkan kerugian bagi
orang lain. Adapun tujuan dari penimbunan tersebut, antara lain:

1. Mengumpulkan adanya kelangkaan barang.
2. Menjual dengan harga yang tinggi dibandingkan dengan harga sebelum
munculnya kelangkaan.

3. Mengambil keuntungan yang lebih tinggi.”®

. Campur Tangan Pemerintah Terhadap Penimbunan barang (Hhtikar)

Menurut Islam, negara memiliki hak untuk ikut campur dalam kegiatan
ckonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan
ini maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan
ckonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu.

Apabila telah terjadi penimbunan barang atau Mitikdr, maka pemerintah
berhak atau wajib memaksa para pedagang atau penimbun untuk menjual barang

tersebut dengan harga yang standar atau wajar yang berlaku di pasar.3 6

* Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islami (Jakarta: 11T Indonesia, 2002), hal, 154,

* M. Ali Hasan, Op. Cit,, hal. 158.
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Sekiranya para pedagang itu tidak mau menjual barangnya dengan harga
pasar, maka pihak penegak hukum atau hakim dapat menyita barang itu dan
kemudian membagikannya kepada masyarakat yang memerlukannya.

Pihak pemerintah seharusnya setiap saat memantau dan mengantisipasi
agar tdak terjadi praktek fhatikdr dalam setiap komoditas, manfaat dan jasa yang
sangat diperlukan masyarakat. Harga standar yang tidak memberatkan
masyarakat dan tidak merugikan pedagang harus dipadukan dan tidak sampai
menguntungkan sepihak, masyarakat atau pedagang.

Penimbun yang dengan sengaja membeli kebutuhan pokok yang
dibutuhkan masyarakat kemudian menahannya dan menginginkan kenaikan
harga, terkategorikan perbuatan aniaya. Pemerintah harus melarang pekerjaan
dengan mediasi penimbunan. Pemerintah harus mewajibkan para penimbun atau
spekulan untuk menjual barang yang mereka miliki dengan harga yang wajar
pada saat dibutuhkan masyarakat.””

Menurut  Fathi ad-Duraini, bahwa pemerintah tidak dibenarkan
mengeksport bahan kebutuhan warganya sampai tidak ada lagi yang dapat
dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga membawa kemadharatan.’® Pengeksport
barang-barang vang diperlukan masyarakat pada dasarmya sama dengan Ihtikdr
dari scgi akibat yang dirasakan olech masyarakat. Lebih parah lagi, apabila
barang-barang itu diselundupkan ke luar negeri (/legal), seperti minyak tanah

(BBM), padahal masyarakat betul-betul sangat memerlukannya,

*T+ Abdullih * Abdul Husain at-Tariqi, Op. Cit., hal. 198.

* M. Ali Hasan, Op. Cir., hal. 159.
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Perbuatan manusia dinilai sebagai pelanggaran atau kejahatan, baik secara
fisik atau nonfisik dinamakan hukum pidana (jarimah aiau jindyah).”® Ini terjadi
apabila perbuatan terscbut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau
masyarakat. Penyebab dari perbuatan yang merugikan tersebut antara lain karena
tabi’at manusia yang cenderung pada sesuatu yang menguntungkan dirinya.

Dengan adanya penetapan hukum mengenui haramnya fhtikdr, berarti
mempunyai sanksi hukum tersendiri bagi para pelakunya. Di dalam al-Qur’an
dan hadits juga tidak ditetapkan sanksi hukumnya sccara tegas scbagaimana
halnya hukum mencuri dan yang lainnya.

. Demikian juga halnya para sahabat Rasul dan pa-n'a ulama fugaha’ lainnya.
tidak menctapkan sanksi hukumnya sccara tegas meskipun mereka sepakat
bahwa fhtikdr itu terlara:ng dan bertentangan dengan syari’at, Namun demikian,
bukan berarti syari’at tidak mengatur sanksi hukum /fhtikdr, scbab dalam syari'at
disamping adanya ketentuan khusus terhadap hukuman scbagian kejahatan yang
berdasarkan nash, seperti: hudud, gishas, diyat dan kafarah, adapula ketentuan
hukum yang tidak berdasarkan nash, yakni degan cara menyerahkan penetapan
hukuman kepada imam atau penguasa, yang dikenal dengan istilah ta'zir. ¥

Prinsip penjatuhan fa'zir menjadi wewenang wlul amri, artinya baik
bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak psnguasa yang bertujuan
untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum,

yang bermuara pada kemaslahatan gmum.”’

¥ Rahmat Hakim, Hukam Pidana Islam (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hal. 11.

0 Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Istam, Cet. -/ (Jogjakarta: Logung Pustaka,

2004), hal. 13.

*! Rahmat Hakim, Op. Cit, hal, 142.
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Dalam kasus fhtikdr dapat dikenakan hukum fa’zir, scbab lhtikar
termasuk dalam kategori kejahatan yang oleh syari’at tidak dirumuskan
hukumnya secara pasti. Olch karena itu berat atau ringan sanksi hukum yang
dikenakan atau diberikan kepada para pelaku fhiikar, hanyalah tergantung kepada
keputusan hakim yang menangani kasus tersebut. Hakim boleh menjatuhkan
hukuman yang dianggap pantas tanpa terikat dengan sesuatu apapun, baik
jenisnya, ukurannya m}upun caranya, sclama ia berpedoman kepada
pertimbangan akal, kemaslahatan dalam upaya mewujudkan keadilan.

Seperti yang tertera dalam kaidah figh yang berkaitan dengan fungsi

penguasa, vaitu:
.-!a f!b‘bn.ﬂv - J.“LSLG? ?

Artinya: "Tindakan penguasa harus senantiasa mengacu kepada kemaslahatan
orang banyak. "

Jadi penyitaan barang [htikdr yang dilakukan oleh hakim atau penguasa
itu dimaksudkan untuk mencegah timbulnya kemadharatan yang dapat merusak
stabilitas ekonomi masyarakat. Kemudian barang yang disita itu dapat
dimanfaatkan bagi kepentingan umum. Sebab barang itu bukan milik bagi si
penimbun barang, tetapi telah menjadi milik masyarakat atau negara. Pada
inlinya campur tangan pemerinlah sangat diperlukan untuk menjaga

kemaslahalan umum.

“Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Figh Islami
{Bandung: Al-Ma'arif, 1986}, hal. 527.




BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG

PENIMBUNAN BARANG (IHTIKAR) DALAM AKTIVITAS EKONOMI

A. Pandangan Ulama Tentang Penimbunan Barang (Ifizikar)

Berdasarkan ayat al-Qur’an dan hadits yang telah disebutkan pada bab
sebelumnya, para ulama sepakat menetapkan bahwa hukum JfAsikdr itu haram dan
dilarang, walaupun terjadi perbedaan pendapat di antwa para ulama tersebut.
Perbedaan ini terjadi karena masing-masing ulama mempunyai dasar hukum
yang berbeda serta mempunyai penafsiran yang berlainza satu sama lainnya.

Para fugaha’ berbeda pendapat tentang 2 hal:

1. Jenis barang yang haram dimonopoli atau ditimbun.
2. Waktu tidak diperbolehkannya praktek monopoli.’

Dalam hal ini para fugaha’ digolongkaas ke dalam dua kelompok:
kelompok pertama, madzhab jumhur dari kalangan madzhab Syafi’iyvah,
Malikiyah, Hanabilah, Zhahiriyah, Zaidiyah, Ibadiyah, al-Imamiyah dan
al-Kasani dari golongan Hanbali, bahwa penumpukan barang atau [fhfikar
hukumnya adalah haram. Sedangkan kclompok keduva, pendapat para fugaha’
dari kalangan madzhab Hanafiyah, bahwa penumpukan barang dagangan

hukumnya adalah makruh tahrimah.’

' Yusuf Qardhawi, Norma dan Etike Ekonomi [slam, Cet [, terj. Zainal Arifin (Jakaria:
Gema Insani Press, 1997), hal. 190, :

* Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ., Problematia Hukum Istam Kontemporer
HI (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), hal. 104.
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Mengenai dasar hukum yang mengatakan bahwa /fhtikdr itu haram

didasarkan pada hadits Rasulullah SAW:

3 (s ol "eeb3 Y1 Sy B e T L R i O

Artinya: "Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada yang berani menimbun
(dagangan) kecuali orang yang berdosa”(HR. Muslim),”

Keharaman ini disecbabkan karena flvikdr termasuk bcrbuatan yang salah
dan berdosa atau juga merupakan salah satu dari sekian dosa besar. Oleh karena
itu, hadits ini menunjukan suatu tuntutan untuk meninggalkan perbuatan tersebut
Karena hukumnya haram.

Dalam lafazh SKJ'U:G:;;J , huraf Y -nya menunjukan makna tidak boleh
(Nafi). Maksud “tidak boleh™ disini, berarti menunjukan larangan untuk
melakukan pemimbunan. Jadi, perbuatan tersebut harus ditinggalkan. Seperti yang
terdapat dalam kaidah figh yang berbunyi:

TN
Artinya: “Menurut asalnya larangan itu berarti mengharamkan.™
Adapun yang mengatakan bahwa fuikdr itu hukumnya makruh tahrimah

bardasarkan hadits Rasulullah SAW:

1 8 - a ZEPREE. 13 T U= &
ﬁ(?l‘;\“ G‘JJ) “%L;L.H 1'5_'&450 :l.-.ﬂn p} d:__-la' d'."l.'n'l ‘EL.P 4! d }:‘Jtﬁﬁj

*Abd *Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazdwaini, Sunan thnu Mdjah, Juz. | (Beirut: Dar
al-Fikr, 1995), hal. 678,

‘Abdullah Sonhaji, Tarjamah Sunan Ibnu Majah, Cet. I (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993),
hal. 15.

*Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Figh Islami
{Bandung: Al-Ma’arif, 1986), hal. 210.
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Artinya: “Rasulultah SAW melarang wntuk  menimbun  ataw Hhtikdr  datam
keperluan pokok manusia” (HR. al-Astram).’

Atas dasar hadits di atas, madzhab Hanaff™ menyatakan bahwa hukum
kcharaman fhrikdr Gdak tcpas (zhanni), karena yang dilarang dalam nash
hanyalah makanan saja. Sebenarnya keharaman ini tidak hanya tertentu pada
barang-barang pokok manusia saja, akan tetapi semua barang yang bila ditimbun
akan mengakibatkan kacaunya perekonomian manusia, maka hukumnya haram.
Jika yang dilarang hanyalah makanan saja, scolah-olah hadits ini memberi
peluang untuk menimbun barang-barang yang lain. Maka dari itu madzhab
Hanafi menyatakan bahwa hukum Mwikdr vyaitu makruh tahrimah, Adapun
pengertian darl makruh tahrimah itu sendiri yaitu suatu perbuatan yang dilarang,
akan tetapi dalil yang melarangnya adalah dalil zhanni, bukan dalil gark i.}

Menurut kalangan madzhab Maliki, Jhtikdr itu hukumnya haram dan
harus dicegah oleh pemerintah dengan sepala cara karcna perbuatan itu
membawa madharat yang besar terhadap kehidupan masyarakat dan negara.

Imam Syafi’i berpendapat bahwa hadits yang menyatakan fhiikdr
merupakan suatu pekerjaan yang salah, mengandung pengertian yang dalam.
Sebab orang yang melakukan kesalahan denpan sengaja, berarti telah berbuat
suatu pengingkaran terhadap ajaran agama (syara’), merupakan perbuatan yang

diharamkan.”

7 Abdullah Sonhaji, Gp. Cit., hal. 16.
¥ Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, Op. Cit,, hal. 143.

M. Ali Hasan, Berbygai Macam Transaksi dalam {sfam (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
2003), hal. 157,
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Ulama madzhab Hanbali mengkhususkan keharaman thtikdr pada jenis
produk makanan saja, karena yang dilarang dalam nash hanyalah makanan saja.
Keharaman ini dikarenakan membawa kemadharatan yang besar terhadap
masyarakat dan negara. -

Pertimbangan para  fugaha' madzhab jumhur  mengharamkan
penumpukkan barang dagangan, tidak hanya terientu pada bahan-bahan
makanan. Atas pertimbangan hukum bahwa Jhikar dapat menimbulkan
kemadharatan bagi umat, sebab bagaimanapun umat manusia memerlukan bahan
pangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sebagian madzhab Hanafi menyatakan bahwa dalil yang menyatakgr
ihtikdr itu haram, tidak tegas (zhanni), bukan pasti (gath'i). Jadi hukumnya
Makruh Tahrim."' Demikian juga pertimbangan hukum dari para fugaha’
madzhab Hanafiyah yang melihatnya dari sisi kemadharatan yang ditimbulkan
dari perbuatan [htikdr. Atas dasar ini mereka menyatakan bahwa Jhtikdr
hukumnya makruh tahrimah.

Mengenai waktu diharamkannya /hrikar atau monopoli, ada Ulama yang
mengharamkan fhtikdr atau monopoli pada segala waktu tanpa membedakan
masa paceklik dengan masa surplus pangan. Inilah pendapat golongan salaf.

Al-Ghazali mengatakan bahwa larangan terhadap Jhtikar atau monopoli
berlaku pada masa krisis pangan. Ketika itu manusia sangat membutuhkan

makanan yang jika mereka lidak segera mendapatkannya maka akan timbul

 1bid

W tbid, hal. 158.
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bencana. Adapun pada waktu surplus atau ketika makanan melimpah dan
manusia tidak membutuhkannya, maka fhikdr atau monopoli tidak akan
menimbulkan gangguan. '

Dari pendapat kedua kelompok ini, penulis cenderung memegangi
pendapat yang pertama dalam penctapan hukum fhtikédr, sebab pendapat ini tidak
memberi peluang kepada pengusaha atau pedagang untuk melakukan [htikar.
Jadi semua bentuk penimbunan barang hukumnya haram. Sedangkan pendapat
vang kedua scakan-akan membuka peluang fhtikdr dengan penekanan
kemaslahatan umum. Jika [fhrikdr tidak mengakibatkan kemadharatan umum
seakan-akan udak dipermasalahkan. Dengan pertimbangan inilah mereka
menetapkan bahwa hukum Jhtikdr adalah makrwh tahrimah. Menurut pendapat
penulis, pendapat kelompok kedua kurang dapat dijadikan patokan hukum untuk
mencegah penimbunan barang dalam perkembangan ckonomi dewasa ini yang
cenderung ke arah sistem ckonomi kapitalis, yang ingin memperkaya diri pribadi

dan mengorbankan kepentingan orang lain,

Prespektif Hukum Islam Tentang Larangan Penimbunan Barang (Hitikér)
Islam menghendaki persamaan diantara manusia dalam hal mendapatkan

kekayaan, tanpa memandang perbedaan diantara mereka. Di samping itu, Islam

Jjuga tidak membenarkan adanya pendapatan kekayaan yang melampaui batas,

dalam rangka mengontrol pertumbuban kekayaan.

" Yusuf Qardhawi, Op. Cir., hal. 191.



Apabila harta kekayaan itu terkumpul atau tertirabun di tangan segelintir
orang saja, muka akan menyebabkan beberapa dampik negatif. Pertama, di
bidang ekonomi, akan menyebabkan tidak optimalnya Sumber Daya Ekonomi
(SDE) bagi masyarakat dan juga dapat menghancurkan stabilitas umat."Kedua.
di bidang sosial, menyebabkan merajalelanya kejahatan sehingga masyarakat
akan menghadapi tekanan dan kesengsaraan. Hal ini lambat laun akan
menimbulkan keresahan dan perpecahan dalam masyarakat, yang akhimya akan
membawa pada kchancuran. Keriga, di bidang moral yang men)ebabkan
poyahnya keimanan dan akhlak umat Islam."*

Mengenai sebab-sebab larangan penimbunan barang (Jhtikdr) dapat
dilihat dari beberapa aspek, antara lain: aspek yuridis, sosial, ckonomi dan moral.
1. Aspek Yundis

Prakiek penimbunan dalam aktivitas :konomi Islam dapat
digolongkan pada praktek monopoli. Adapun prakick monopoli itn sendiri
artinya pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang
mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan
atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingen usaha tidak sehat dan

dapat merugikan kepentingan umum."”

" Muslich, Etika Bisnir Isfami (Yopyalara: Ekonisia, 20043, hal, 117,

YA fzalur Ra};man, Doktrin Ekonomi fslam, Jifid, [, ter. Soerovo dan Nastangin (Yogyakana:
Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 84.

“Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Cataran Singhar UU 1 No. 5 wahun 1999 remang
Larangan Prakick Monopoli & Persaingan Usaha Tidak Sehat, Cioo. 117 (Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2000}, hal. 4.
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Menurut pasal 1 ayat (6). “Persaingan Usaha Tidak Schat (PUTS)
didefinisikan scbagai: persaingan antara pelaku usaha dalam usaha
menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang
dilakukan dengan cara tidak jujur dan mclawan hukum atau menghambat
persaingan usaha.”'®

Dari uraian di atas tclah discbutkan bahwa penimbunan dapat
digiyaskan dengan monopoli, lantaran ada ‘llat yaitu “kemadharatan yang
menimpa orang banyak.” Adapun giyas sendiri itu artinya mempersamakan
hukum suatu peristiwa yang tidak ada rashnya dengan hukum suatu peristiwa
yang sudah ada nashnya lantaran adanya persamaan ‘IHat hukum dari kedua
peristiwa itu.'’

Suatu masalah dapat digiyaskan apabila memenuhi 4 (empat) rukun,
yaitu:

a. Ashal (pokok). Yaitu suatu peristiwa yang sudah ada nashnya yang
dijadikan tempat mengqiyaskan. Tempat untuk  mengqiyaskan
penimbunan sama dengan rﬁnnopﬁli yaitu terletak pada kata [htikar.

b. Far'u (cabang). Yaitu peristiwa yang tidak ada nashnya dan peristiwa
itulah yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan ashalnya.
Jadi, monopoli hukumnya disamakan dengan menimbun (Thrikdr)

¢. Hukum Ashal. Yaitu hukum syara’ yang ditetapkan oleh suatu nash yang

dikehendaki untuk menetapkan hukum itu kepada cabangnya.

S thid, hal. 95.

"Mukhtar Yahya & Fathur Rahman, Op. Cit., hal. 66.
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Karena monopoli disamakan dengan menimbun, maka hukumnya sama
yaitu haram.

d. ‘Mlat, vaitu suatu sifat yang terdapat pada peristiwa yang ashal. Yang
karena adanya sifat itu, maka peristiwa ashal mempunyal suatu hukum
dan olch karena sifat itu terdapat pula pada cabang, maka disamakanlah
hukum cabang itu dengan hukum peristiwa ashal."®
Yang menjadi ‘filal atau scbab adanya hukum pada pengharaman
monopoli dan penimbunan yaitu karena “kemadharatan yang menimpa
orang banyak.”

Praktek penimbunan digiyaskan dengan monopoli dalam hal ‘//latnya,

yang mana berarti hukumnya sama-sama tidak dibenarkan olch Islam.
Praktek monopoli juga dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999, dimana UU ini
sudah sesuai dengan standar internasional. Adapun isi dari UU terscbut
tercantum pada bab 1V bagian kedua, dijelaskan bahwa:

Pasal 18

(1) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau
menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar
bersangkutan yang dapal mengakibatkan terjadinya praktik
monopoli dan atau persaingan yang tidak sehat.

(2) Pelaku usaha patut diduga dan dianggap menguasai, penerimaan
pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok
pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen)
pangsa pasar satu jenis harang atau jasa terfentu.

15 hal. 78-79. Lihat juga Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum [slam, Cer. I (Jakarta:
Logos Wacana 1lmu, 1997). hal. 135.
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Pasal 19

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik

sendiri  maupun bersama pelaku uwsaha lain, yang dapat

mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan
wsaha tidak sehat berupa:

a. Menolak dan ataw menghalangi pelaku usaha ftertentu untuk
melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;
atau

b. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya
untuk tidak melakukan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya
itu, atau

¢. Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa
pada pasar bersangkutan; atau

. Melakukan prakiek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Pasal 20

Pelaku wusaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa
dengan cara melakukan jual rugi dan menetapkan harga yang sangat
rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha
persaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan
ferjadinya prakiek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 21

Pelakv wsaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan
biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari
komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan
terjadinya persaingan usaha tidak sehar."

Dengan demikian praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat,

dilarang dalam hal penggunaan harta kekayaan, dengan alasan sebagai

berikut:

Perbuatan tersebut melawan hukum.

b. Perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif atas kekayaan yang diberikan

cleh negara.

?Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Op. Cit., hal. 101-102.
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¢. Perbuatan tersebut dapat menghentikan dan menghambat perkembangan
kekayaan.

d. Perbuatan tersebut merupakan simbol kemerosotan moral atau i'tikad
jahat pelaku usaha.”

Adanya pelarangan monopoli dalam UU No. 5 Tahun 1999, karena
mengandung dampak negatif yang dapat merugikan bagi kehidupan manusia
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, diantaranya yang pertama; terjadi
peningkatan harga suatu produk sebagai akibat dari tidak adanya kompetisi
dan persaingan yang bebas, kedua; adanya keuntungan (profi) di atas
kewajaran yang normal, ketiga; pendapatan menjadi tidak merata karena
sumber dana dan modal akan tersedot (tertarik) ke dalam peruszhaan.”’

Dalam konsep Islam, praktek penimbunan sebagaimana praktek
monopoli sangatlah ditentang, karena prakiek yang demikian dapat merusak
harga serta dapat merusak kepentingan umum. Sebenarnya selama mereka
tidak mengambil keuntungan di atas keuntungan normal, maka tidak dilarang,
akan tetapi penimbunan jelas-jelas tujuannya mengambil keuntungan yang
linggi.

2. Aspek Sosial
Manusia scbagai makhluk sosial diberi kesempatan untuk mencari

karunia Allah SWT. Disyaratkan pula agar manusia dalam usaha

®Abdul Kadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Inielekiual, Cet |
{Bandung: PT. Citra Aditya, 2001}, hal. 317.

2! Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Op. Cit., hal, 30.
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menumbuhkan dan memperbanyak harta kekayaan, tidak menimbulkan
kerugian bagi orang lain.

Dalam era globalisasi dimana arus lalu lintas barang, modal dan jasa.
mudah dan cepat akan mempengaruhi perckonomian. Salah satu dari arus lalu
lintas barang yaitu penimbunan (/htikdr). Penimbunan (Thtikar) sangat
dilarang oleh Islam, karena menyimpan barang-barang yang dibutuhkan oleh
orang banyak dalam kehidupannya akan mengakibatkan kesusahan bahkan
kemadharatan.

[slam telah mencela kepada orang-orang yang menimbun harta, yang
mana mereka tidak mau membelanjakan hartanya di jalan Allah SWT. Maka
akan datang berita peringatan kepada mereka dengan siksaan yang amat
pedih kelak di hari kiamat. Sebagaimana tertera dalam al-Qur’an surat at-
Taubah (9) ayat 34-35 yang berbunyi:

i }«....émi‘_j_...-g "’""‘:I}d...a.dija_.n.ﬂ\ u;,&?:_,: .111,
) hlrlpe S g o e B -pJ‘ u*-’w
(Yo-Tt:k 2 uj_,Sa (,..S' '..-1“ ..tst.S...mg § U GIs ”j.g.bj

Artinya: “..Dan orang-orang yang menyimpan emas, perak dan tidak
menafkahkannya pada jalan Allah SWT, maka beritahukaniah
kepada mereka (balwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.
Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu
dibakar dengannva dahi mereka, lambung & punggung mereka
(lalu dikatakan kepada mereka). Inilah harta bendamu yang kau
simpan uniuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibuat
dari) apa yang kamu simpan itun.”

“Depag R1, Al-Qur 'an dan Terjemahnya (Semarang: CV. Al-Waah, 1989), hal. 283.
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ada zaman dahulu, menimbun harta sccara eksplisit dicontohkan
dengan menimbun emas dan perak, yang dalam masyarakat umum termasuk
klasifikasi kebutuhan tertier. Akan tetapi perbuatan inipun sangat dibenci oleh
Allah SWT. Dengan demikian bila kebutuhan tertier saja Allah SWT sudah
mengancam dengan siksa yang pedih, apalagi bila menimbun komoditas yang
termasuk kebutuhan sandang dan pangan. Menimbun komoditas harta yang
merupakan kebutuhan masyarakat merupakan praktek bisnis yang terdapat di
dalamnya landasan kebathilan, kerusakan dan kedzaliman.®

Contoh sckarang ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat,
misalnya: menimbun padi, BBM, dan lain-lain. Mereka berani menimbun
karena mereka mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan yang besar atau
banyak, terutama pada saat harga barang itu naik. Penimbunan yang seperti
ini dapat menutup manfaat bagi orang lain, karena barang itu selalu disimpan
atau ditimbun dalam gudang simpanannya.

Dari sinilah kita dapat melihat bahwa Islam mendorong untuk
berinfaq atau membelanjakan, karena dengan mengeluarkan harta dapat
dilakukan pula pertukaran yang memberikan manfaat yang sempuma. Kita
Juga dapat memperoleh bahwa dengan pertukaran ini akan menimbulkan rasa
kasih sayang dalam ckonomi antara individu dan masyarakat.

Aspek Ekonomi
Islam telah memberikan ajaran tentang penetapan kode etik dalam

perbisnisan sebagai upaya dalam menghilangkan praktek eksploitasi. Bisnis

“Muhammad, £tika Bisnis Islami (Y ohyakarta: UPP AMPYKPN, 2004), hal. 243.
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dipandang sebagai suatu kegiatan terpuji yang dibenarkan dan menghasilkan
keuntungan yang adil bagi setiap kelompok yang terlibat dalam transaksi
bisnis. Tujuan pokok dalam mengatur praktek-praktck bisnis yaitu untuk
mencegah pemusatan kekayaan dan mengekang ketidakmerataan pendapatan.
Prinsip al-Qur’an tentang pengaturan usaha ekonomi sangat ketat,
seperti ketentuan larangan eksploitasi dalam bentuk bidang usaha, termasuk
juga dalam usaha monopoli dan penimbunan. Ketentuan ini supaya para
pelaku ckonomi dalam usaha bisnisnya, bergerak dalam batas-batas yang
ditentukan syari’at.
Dalam al-Qur’an surat an-Nisi (4) ayat 29 Allah SWT berfirman:
LE 85 0SS of Y J.!aLJh S WSl s e ¢ j:ift @

-

(va sl Gy 1% O @ Oy * JSLf 8 Yy VS 7

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganiah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah
adalah Maha Penyayang kepadamu, ™

Dalam hadits Ibnu Majah juga dijelaskan tentang larangan keras
terhadap praktek monopoli atau penimbunan karena menyimpang dar

syari’at Islam. Rasulullah SAW bersabda:

R I PRV Bk S PRI P Rl PR P e s

*Depag RI, Op. Cit., hal. 122,
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(._1;.3 L & qua .un Jiy JB 1 6 t_nimm u,ﬁp e L__..ﬂ.j' Al
= als 56T, By LG

Artinya: “Mewartakan kepada kami Nashr bin ‘Al al-Jahdhamy & Abit
Ahmad < fsra’il < Al bin Sdlim bin Tsaubdn & Alf bin Zaid bin
Jad'an < Sa'id bin al-Musayyab & Umar bin al-Khaththab, dia
berkata: Rasulullalt SAW bersabda: “Seorang pedagang itu akan
diberi rizqi, dan seorang penimbun dagangan itu dilaknati.”

Monopoli atau menimbun merupakan salah satu bentuk bisnis, yang

mana perbuatan tersebut tidak disukai oleh Allah SWT, karena didorong oleh

motil perolehan keuntungan maksimum. Menurut Siddieqy, keuntungan

layak adalah setiap keuntungan yang memenuhi hasrat pengusaha dan
pedagang antara posisi imbang kecukupan dan batas keborosan.”’

Pokok-pokok terakhir yang berhubungan dengan masalah keuntungan
dalam aktivitas ckonomi ini adalah sebagai berikut:

a. Produsen tidak mengambil keuntungan maksimal, apabila dan bilamana
mereka merasa bahwa dengan menurunkan keuntungan, ia dapat memajukan
kesejahteraan masyarakat, dengan memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi.

b. Tidak ada seorang produsen pun, dalam keadaan bagaimanapun juga,
akan menaikan tingkat keuntungannya yang mengakibatkan kerugian bagi
konsumen atau kepada saingan-saingannya.

c. Para produsen pada umumnya akan puas dengan keuntungan yang layak,

dalam arti sesuai dengan harga pasar.”

“Abu *Abdillah Muhammad bin Yazid al-Quaziwaini, Op, Cit., hal. 678.
*Abdullah Sonhaji, Op. Cit,, hal. 15.
*! Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ., Op, Cir., hal. 99,

bid., hal. 100.
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Dari sudut pandang ekonomi, penimbunan barang atau Jfitikdr tidak
dibenarkan karena akan menyebabkan tidak transparan dan keruhnya pasar
serta  menyulitkan pengendalian pasar. Menimbun, membekukan atau
menahan dan menjauhkannya dari peredaran akan menimbulkan bahaya
terhadap perekonomian dan moral,

Perilaku penimbunan akan menimbulkan spekulasi-spckulasi vang
berakibat pada kerugian pihak konsumen dan dapat menghancurkan stabilitas
ekonomi umat. Selain itu juga dapat menycbabkan krisis ckonomi, baik
terhadap individu maupun masyarakat.

Bila suatu barang tidak ditimbun, tentu akan ikut andil dalam usaha-
usaha produkuf, yang akan memberikan kesempatan-kesempatan baru seperti
menyclesaikan masalah kurangnya pangan, menambah pendapatan, mendorong
peningkatan produksi, menstabilkan harga sampai menciptakan lapangan kega.™’

Penimbunan atau monopoli bisa lerjadi pada aktivitas ekonomi
apapun. Islam sangat menentang tindakan-tindakan yang merugikan, seperti
pemborosan dalam hal konsumsi. Allah SWT berfirman dalam al-Qur’an

surat al-A'raf (7) ayat 31:
SRS T A TRRA R EIEE B4 R U KA T A TS

Artinya:  “... Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan.
Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang
berlebin-lebihan” >

“Muhammad, Op. Cit,, hal. 244. Lihat juga Ahmad Muhammad al--Assal dan Fathi Ahmad
‘Abdul Karim, Sisrem, Prinsip dan Tujwan Ekonomi Islam, alilh bahasa Imam Sacfuddin {Bandung:
CV. Pustaka Setia, 1999), hal. 101.

*Depag R, Op. Ci, hal. 225,




Selain itu, Islam juga tidak memperbolchkan menaikan harga dalam
berproduksi. Penimbunan pada kenyataannya akan membuat orang-orang
tertentu menikmati keuntungan yang lebih dari pada orang lain. Ini sudah
sewajarnya bahwa perbuatan terscbut harus dicegah, karena dalam
l-aerckonnrni harus memperhatikan konsep penataan harga yang adil.’! Dalam

al-Qur’an surat Huud (11) ayat 85 diterangkan:
Yy heal [0 (s ¥y Sidly Dty QU (8
- B % . ) 50 . 3 :q:
{Aa 13 4y U'J_-L-u-n.ﬁ ;:_)"_}‘ﬂ é 'I}.M
Artinya: “Dan Syu'aib berkata: “Hai kaumky, cukupkanlah takaran dan
timbangan dengan adil dan janganlah kamu merugikan manusia
terhadap hak-hak mereka dan  janganlah  kamu membuat
kerusakan" >
Scbagaimana telah disebuikan, bahwa Islam tidak sctuju dengan
semua tindakan yang akan melambungkan atau menaikan harga-harga, karena
perbuatan tersebut hanya akan menimbulkan kenaikan harga yang tidak adil.
Kemudian dalam hal pendistribusian barang-barang, seseorang tidak
diperkenankan untuk menimbun barang-barang produksi, karena jika barang

itu ditimbun maka akan merusak pasar. Perbuatan tersebut secara mutlak

dilarang, seperti yang terdapat dalam hadits Rasulullah SAW:

3 (ohees 8133 ";Sbl:?- ::f'. Sggqj:ﬂ" s 3 i;.i;?- }aﬂﬂ ;J_o & :_!?j.:-f :_]\:‘!'

*Thoby Mutis, Cakrawala Demokrasi Ekonomi (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2002), hal. 35.
* Depag RI, Op. Cit., hal.340,

% Abii *Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qaziwaini, Op. Cit., hal. 678.




Artinya: “Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada yang berani menimbun
(dagangan) kecuali orang yang berdosa” (HR. Muslim).*
Aspek Moral

Larangan Islam terhadap semua bentuk spekulasi, monopeli dan
penimbunan barang, adalah atas dasar mendistribusikan pendapatan
berdasarkan keadilan dan kebaikan (7hsen), untuk meningkatkan
kesejahteraan semua manusia.

Untuk itu, Islam merumuskan tata krama atau sopan santun yang
harus diperhatikan dalam melakukan muamalah ini, yang secara alami
dianggap sebagai landasan bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan
hidup manusia, melalui cara-cara yang bisa menyclamatkan manusia dari
penipuan, pemalsuan, penyesatan dan hal-hal lain yang bisa mendatangkan
kemadharatan bagi dirinya dan bagi masyarakat,

Dilarangnya penimbunan karena akan mengakibatkan kerugian pada
pihak lain. Dengan demikian, hal ini bertentangan dengan prinsip pokok dari
fungsi kekhalifahan manusia di muka bumi.”® Kedudukan manusia sebagai

Khalifah ini dipertegas dalam al-Qur’an surat al-An’am (6) ayat 165:

- , o o ot u,;_n.« AR .ﬂfnf-‘ - a’fdz -’ﬂ."r

Sy an 38 rg_a.u GJJ ‘r_,aj'ﬂ ‘J'i S FS.LR.‘P ‘_5..\31_5&_3
(V10 sl L. @ SST B B WSl

Artinya: “Dialah (Allah) yang menjadikan kamu sebagai penguasa-penguasa
di bumi ditinggikan derajat sebagianmu dari yang lain untuk

* Abdullah Sonhaji, Op. Cit., hal. 15.

FMuhammad, Op. Cit., hel. 244.
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mengujimu tentang dapa saje yang telah  dianugerahkan-Nya
kepadam... """

Kemudian manusia juga tidak diperbolehkan berbual kerusakan di
bumi, sebagaimana tercantum dalam surat al-A’raf (7) ayat 85:

(Ao 23 sy .. ol :G.;’u:ofi;g UM" :;J}
Artinya: “...Janganiah kamu berbuat kerusakan (kebinavaan) di muka bumi
' ini setelal (Allah) membuar baik...."’

Allah SWT menciptakan bumi dalam keadaan seimbang dan
scrasi. Keteraturan alam dan kehidupan ini dibebankan kepada manusia
untuk memelihara dan mengembangkannya demi kesejahteraan hidup
mereka. oleh karena itu manusia tidak boleh membual kerusakan di
muka bumi.

Dilihat dari aspck moral, orang yang melakukan penimbunan adalah
orang yang tidak mengetahui tujuan mencari harta. Harta benda adalah
perantaraan hidup manusia untuk mencapai kehidupan vang bahagia. Oleh
karena itu dalam mencari harta, tidak diperbolehkan melalui cara-cara yang
dilarang oleh ketentuan-ketentuan Islam.

Dalam urusan jual beli atau dagang, seseorang harus selalu bersikap
sopan, baik hati serta jujur. Adapun kiat-kiat praktis dalam berjual beli atau
berdagang antara lain:

a, Tidak boleh berbohong.

b. Menjauhi sumpah yang berlebihan.

*® Depag RI, Op. Cit., hal. 217.

7 thid, hal. 235,
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¢. Harus saling suka sama suka.
d. Tidak boleh melakukan transaksi monopoli.
e. Tidak boleh menetapkan harga sendiri.”

Jadi bisa dikatakan bahwa semua bentuk-bentuk transaksi yang
menyerupai penipuan dan kebohongan semuanya dilarang dalam Islam.
Kejujuran sebagai landasan moral sangat dianjurkan dalam semua bentuk
transaksi perdagangan. Mengenai pedagang yang jujur dan dapat dipercaya.
akan mendapat tempat bersama hamba-hamba Allah SWT yang shalih yang
mengorbankan dirinya demi kepentingan umat.*

Para pelaku bisnis muslim, diharuskan untuk berhati-hati agar jangan
sampai melakukan tindakan yang merugikan dan membahayakin orang lain.
atau malah merugikan dirinya sendiri akibat tindakannya dalam dunia bisnis.
Untuk singkatnya, seseorang hendaknya menghindar ’dan menahan din
dari bisnis yang tidak menguntungkan serta jangan sampai melakukan perbuatan
yang tidak baik. scbab tindakan ini hanya akan menimbulkan kerugian

yang pasti.

M. Luthfi Hamidi, Jejak-jejak Ekonomi Syari‘'ah (Jakarta: Semayan Abadi Publishing,

2003), hal. 326-327.

nal. §3.

*Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam. filid. 1 (Jukarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995),




BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan penelusuran berbagai literatur mengenai

tinjauan hukum lIslam tentang penimbunan barang (flwikdr) dalam aktivitas

ekonomi yang telah diuraikan dari bab demi bab. maka penulis membuat

kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan sebagai berikut:

1.

b

Perimbunan barang (/htikdr) adalah mengumpulkan barang kemudian
menyimpannya dengan maksud agar barang itu berkurang peredarannya,
sehingga pada suatu waktu harganya meningkat, ia menjualnya dengan harga
yang tinggi di luar standar yang berlaku di pasar. Dalam sistem ekonomi
Islam, penimbunan barang (fhtikdr) itu haram atau dilarang, karena
bertentangan dengan prinsip syari'at yang menekankan adanya pemerataan
keadilan, tidak berlebihan dalam penggunaan harta untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya.

Hukum penimbunan (Zhtikir) yang telah ditetapkan jumhur ulama, dengan
ketetapan hukum haram. Adapun sanksi hukumnya yaitu hukum ta zir. Sebab
tidax ada nesh yang menyatakan dengan jelas tentang sanksi hukumnya. Oleh
karena itu beral atau ringannya hukuman diserahkan sepenuhnya kepada
hakim atau penguasa. Dengan adanya hukum fa ‘zir tersebut diharapkan dapat
mencegah tindakan penimbunan (fikar) dalam usaha menjaga kemaslahatan

dan menolak kemadharatan dalam kehidupan bermasyarakat.
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3. Hukum penimbunan (fhtikar) dalam Islam digiyaskan dengan praktek
monoepoli, lantaran ada 'Mlat yaitu “kemadharatan yang menimpa orang
banyak”, jadi hukumnya sama-sama dilarang atau diharamkan. Suatu
maszalah dapat digiyaskan apabila mempunyai kesamaan ‘flar. Monopoli
merupakan bentuk kegiatan yang dilarang dalam Islam maupun dalam UU
Anti Monopoli. Demikian juga penimbunan, baik dilihat dari aspek yuridis,
sosial, ckonomi dan moral, semuanya dilarang. Ini dikarcnakan dapat
menimbulkan kemadharatan dan dapat mengganggu stabilitas ckonomi yang
pada akhirnya akan menghambat pembangunan ckonomi. Kemudian dalam
berekonomi juga harus memperhatikan konsep produksi, konsumsi dan

distribusi agar semuanya dapat berjalan dengan lancar.

B. Saran-saran

1. Dengan adanya larangan penimbunan (/htikdr), diharapkan dapat terwujud
suatu aktivitas bisnis yang berazaskan demokrasi cko;umi, yailu dengan
memperhatikan  kesecimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan
kepentingan umum.

2. Untuk menghindari adanya penimbunan  (fhikér), diharapkan adanya
kesadaran baik dari individu, masyarakat, pemerintah atau hakim untuk
bekerja sama dalam menctapkan hukum yang ada atau berlaku.

3. Diperlukan adanya keseriusan dalam penegakan hukum sehingga tidak ada
perbedaan antara hukum yang berlaku dengan pelaksanaan di lapangan.

Penanggulangan masalah apapun haruslah diputuskan dengan seadil-adilnya,

schingga tidak ada anggota masyarakat yang merasa dirugikan.
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4. Sesungguhnya harta itu hanyalah milik Allah SWT semata dan manusia
hanya sebagai pengelolanya. Olch karena itu dalam pentasharufannya tidak

boleh bertindak aniaya,

C. Kata Penutup

Dengan mengucapkan puji syukur alhamduliliah. penulis panjatkan
kehadhirat Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah sehingga
penulis dapat menyelesaikan studi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan
dan kekhilafan. Semua itu karena keterbatasan ilmu dan kemampuan yang
penulis miliki. Oleh karenanya maka saran dan kritik senantiasa penulis harapkan
guna untuk penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah membantu, baik materiil maupun non materiil, scjak awal penulisan hingga
terselesaikannya penulisan skripsi ini. Semoga kebalkannya mendapat pahala
yang melimpah dari Allah SWT dan dicatat sebagai amalan shalih.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis
khususnya dan bagi pembaca umumnya., Amiin.

Purwokerto, 27 Februari 2006
Penulis.
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LAMUPIKAN |

LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK

SEHAT s
(Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999
tanggal 5 Maret 1999)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbing:

il

d.

bahwa pembangunan bidang ekonomi hatus diarahkan kepada terwujudnya
kescjithteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;_ -

hahwi demgkrasi dalam bidang ckonomi menghenclaki adanya kesempatan
yang siuma bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses
produksi dan pemusaran barang dan atau jasa, dalim iklim usaha yang sehar,
efekiif, dun efisien sehingga dapat menclorong pertumbuhan ekonomi dan
hekerjuny ekonomi pasar yang wajdr;

bahwa setip orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi
persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya
pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas
curt kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia
teriackap perjanjian-perjanjian internasional;

hahwa untuk mewijudkan sebagaimana yang dimaksud dalam hurufa, hurufh,
chan hurufc, atas usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat perlu disusun Undang-
undang tentang Larangan Prakiek Monopoli dab Persaingan Usaha Tidak
Sehat:

Mengingat:

Pasal 3 ayat (1), pasal 21 avat (1), pasal 27 ayat (2), dan pasal 33 Undang-undang
Dusar 1945 -'

|



bengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN

Menctiplan:

JINDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undmg-undang inj vang dimaksud dengan;

Lo Monopoli adalal penguasian ats produkst dan wau pemasaran barang din
AL penggunaan fasa tertentu oleh sy Delaku atiu say kelonipok peliku
usitha,

2 Prakick monopoli adalal pemusatan kekuatan ckanomi oleh satu aray lebil,
peliku usaha yang mengakibatkan dikuasainyt jroduksi dan atay pemusrin
s baang das nio sy wertenty schingga imenimbulkin persaingan usah
lickak schiu can dipan merugikin kepentingan umum.

3. Pemusatan kekuawn ekonom adalah pengusazan YANG nydta a1as suatu pasar
hersangkutin oleh satu atau lebih pelaku usaha sehinggy dapat menentukan
harga barang dan acaw jasa,

4. Posisi dominan adalah keacn dimana peluku usaha tidak mempunyai pesaing
vang bevanti di pasar bersanglutan dalam kaivn dengan pangsa pasar yany
cikuasai, atau pelaku usaha Mempunyai posisi tertinggi diantary pesaingnya (i
pasar bersangkutan dalam kaian dengan kemampuan keuangan, kemampuzn
akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesudikin
pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu,

LA

Pelaku usaha adalak setiap orang perseorangan atau hackn usaha, baik yang
berbentuk badan hukum atay bukan badan hukum yvang didirikan dan
berkedudukan atay merlakukan kegiatan dalam wiliyah hukum negary
Repuhlik Inclonesia, baik sencliri maupun bersama-sama melalui perjanjian,
menyelenggarakan berbagai kegiatan usahz dalam bidang ekonomi,

pe e ——
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1

rerstngan usahia tckik seha acakaby persaingan antar pelaku usitha dalam
menjalankan kegiatn produksi dan ata pemisim Praang dan atau jasi yang
dilakukan dengan caca tidak jujur atau melwan hukum at menghambit
verstingan usiha,

Perjanjian adalih suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk
sengikatkan dirt erhadap saw st lebih peliku usaha lain dengan nama
apapun, baik tertulis muupun tidak tertulis.

Persekonukolan atau konspirasi usahit daluh hentuk kerjusama vang dilakukan
oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasal
pasar bersangkuan Dagl kepentingan pelaku usaha vang bersckongkol,

Pt sy Tembi ekonomi dimana para pembeli dan penjual haik scearit
Liesung, nuupun tdak lingsung dapat maelakukan transaksi perdagangan
Dzteangg chan aan jasi,

s hersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau dacrah
pevessaran tertentu oleh pelaku usaha atas harang dan atau jasa yang sama atau
sejenis atau subsitusi dari barang dan atau jasa tersebut.

Struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang
aspek-aspek vang memiliki pengarah penting terhadap perilaku usaha dan
kinerja pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan
keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan pangsa pasar.
perilaku pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam
kapasitsnya sehagai pemasok atau pembelibarang dan atau jasa untuk mencapai
ljuan perusahaan, antara lain pencapaian laba, pertumhuhan aset, target
penjualin, dan metode persdingan yang digunakan.

Pangsa pasar adalth persentase nilai jual atau beli barang atau jasa (erentu
vang dikuasai oleh peleku usaha pada pasar hersangkutan dalam tahun
kelender wertentu,

Harga pasar acalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan atau jasa
sesuui kesepakatan antara para pihak di pasar hersangkutan,

Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik
untik kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.

Barang adalah setiap bendz, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik
hergerak maupun tidak bergerak, yang dupat diperdagangkan, dipaka,
dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen acau pelaku usaha.

Jusa acdalah setiap lavanan yang herbentuk pekerjaan atau prestasi vang




19,

dhiperhranghan dilon ausvirakat ook diman ok oleb konsumen
pelih usali,

Komisi Fengawas Persaingan Usal adalih komisi ving, dibentuk untuk
mengawasi pelaku usiaha dalam menjulunkan kegiatan usahanya agar tidak
mekikukan prakiek monopoli dan atau persaingan usaha tdak sehat,
Pengadiilan Negeri aclalah pengadilan, sebagtimani dimaksud dalum peraturn
perundang-undangan yang berlaku, di tempit kedudukan hukum dan usah
peliku usih.

BARB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelaku Usaha dil Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan
demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbingan antara kepentingan
pelaku usaha dan kepantingan umum.

Pasal 3

Tupuan pembentukan undang-undlang ini acalah untuk:

menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional
sehagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan takyat;

mewujuctkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha
yang sehat sehingga menjamin acanya kepastian kesempatan berusaha yang
siama hagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;

mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang
ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan

terciptznya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

BAB III
PERJANJIAN YANG DILARANG
Bagian Pertama
Oligopoli
Pasal 4

Pelaku usaba dilarang membuat perjanjian dengan pektku usaha lain untuk secur




Bersama-sama melikukan penguasaan produks din atiu pemasaran barang dan
st vang dapat mengakibatkan tedadinga prakick monopoli dan atau persdingan
usahi etk sehat.

1o Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan
pengusin procdukst dan i pemasaran biang dan atu jasi, sebagaimana
imksudd ava (1), apabila 2 (dua) ai 3 (g pelaku usiha atao kelompok
pelibe usaha menguasad lebin carl 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa
et < jenis harang ataw jasd tertentu, '

Bagian Kedua
Penctapan Harga

Pasal 5

1, Pelako Usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaka usaha pesaingnya
untuk menetapkan harga ats suaty barang dan auau jasa yang harus dibayar
uleh konsumen atw pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

2. Ketentuan sehagaimana dimaksud dalum ayat (1) tidak berlaku bagi:
1. sunty perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau

b. suatu perjunjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

Pasal 6

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu
harus membavar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh
pembeli tin untuik barang dun atau jasa yang sama.

Pasal 7

Peliku usaha dilirang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk
menetpkan harga dibawah pasar, yang dapar mengakibatkan terjadinya persaingan
usitha tidak sehat.

Pasai B

Peluky usuha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuar
persyaratan hahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok
kembali harang dan atau jasa yang telah diterimanyz, dengan harga yang lebih




rendad e burg vang ek diperiamiikan sehinggar digal mengakiba ki
terjacdinva persanean wsaha tidiek selun,

Bagian Ketiga
Pembagian Wilayah

Pasal 9

Pelaku usiha dilwang membuar perjanjian dengan pelaku usaba pesaingnyd vang
hertujuin untuk membagi wilivah pemasaran atu alokasi pasatr terhaelap harang dan
atau jase sehingg dapie mengakibatkan terjudina prakick monopoli dan atau
persiingan usaha tidak sehat.

Bagian Keempat
Pemboikotan

Pasal 10

L Pelaku usaha dilirang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingny,
vang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sami,
biik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luir negeri,

]

Pelaku usaha dilarang membuat perjanian, dengan pelaku usaha pesaingnya,
untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa clari pelaku usaha lain
sehingga perbuatan tersebut;

4. merugikan atau dapat diduga merugikan pelaku usaha lain: atau

h.  membarasi pelaku usaha ltin dalam menjual atau membeli setiap barang
dan atau jasa dari pasar bersangkutan,

Bagian Kelima
Kartel .

Pasal 11

Pelaku usaha dilarung membuat perjanjian, dengan pelaku usaha saingannya, yang
bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur procuksi dan atau pemasaran
sudtu barang clan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli
dan atau persaingan usaha tidak sehat, )




Bagian Keenam
Trust

Pasal 12

Pt wsahi dilarng membuat peranjian dengan peliku wsahi lain untuk melakukan
ket st dengan membentuk gabungan perusahian Qi perseroan ying lebih
hesar, denun tetap menjag dan mempertabinkan kelangsungan hidup masing-
using perusilEan alau perseroan angpotinya, yiang hertujuan untuk mengontrol
proghutiss dan atau pemasavan aus barang dan atau jusa, sehingga dapat mengakibatkan

weradi-n prakick monopali dan atau persaingan ticak schat.

Bagian Ketujuh
Oligopsoni

Pasal 13

1. Peluky usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang
hertujuan untuk secara bersima-sama menguasdi pembeliar atai penerimaan
pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar
vang bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya prakiek monopoli
dan alau persaingan usaha tidak sehat.

wr

2 Pelaku usaba pat diduga atau dianggap secara hersama-sama menguasai
pembelian dan atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha
nenguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis
lyran; sriu jasi tertentu. '

Bagian Kedelapan
Integrasi Vertikal

Pasal 14

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan
untuk menguasai sejumlbah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang
atau jasa terienty yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan
atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun ticak langsung,
yang dupat mengakibatkan tevjadinya persaingan usaha ticilk schat danataume rugikan
masvardkat, :



Bagian Kesembilan
Perjanjian tertutup

Pasal 15

Lo Pelaku usuha dilirang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang
memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima harang dan atau jasa hanva
akin memasok atau tidak memasok kembali barang dan aci jasa tersebut kepada
pihiak tertentu dan atau packs tempat tertentu.

[N ]

Pelaku usaha dilrang membuat perjanjian dengan pihak lain yiang memuit
persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus
bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha peniisok.

3. Pelaku vsaha dilarang membumt perjanjian meneenal hirea atau potone:n
{ per § 8 |

harga tertentu atas hurang dan atau jasa, vang memuat persyaratan bahwa

pelaku usaha yang menerima harang dan atau jasz dari pelaku usaha pemasok:

d harus hersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usahs
pemasok; ata

b, tidax akan membeli batang dan atau jasa yang sama ataw sejenis dari
peliku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

Bagian Kesepuluh
Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri

Pasal 16

Pelaku usahu dilarang membuat perjsnjian dengan pihak lain di luar negeri yany
memut ketentuin yang dapat mengakibatkan terjadinya prakick monopoli dygn at
persaingan usaha tidak sehat.

BAB IV
KEGIATAN YANG DILARANG
Bagian Pertama
Monopoli
Pasal 17

1. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan utus produksi dan atau




pensisarn havng dan atau jasi yang dapat mengakibatkan weradinva prakiek
monapali dan atau persiingan usaha tidak sehat.

2o Peliku usabha pana diduga atau dianggap melakukian penguasian atas produksi
dan atau pemasaran barang dan atu jisa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
prathila:

i hurang dan dtau jasa vang bersangkutan belum ada substansinya;

b mengakibatkan pelakuo usaha kain ticak dapat masuk ke dalam persaingan
usaha harang dan atau jasa vang sama; atau

v salu peliku atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50%
(lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bagian Kedua
Monopsoni

Pasal 18

L Pelaku usiha dilarang menguasai pererimaan pasokan atau menjadi pembeli
tunggel atas barang dan atau jusa dalam pasar hersangkutan yang dapat
mengdgibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan yang tidak
sehat.

LR

Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau
menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabilz saw
 elaku usaha ataw satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima
pulub persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bagian Ketiga
Penguasaan Pasar

Pasal 19

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun
bersuma pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli
dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

a.  menolak dan atau menghalangi pelaku usaha terientu untk melakukan
kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau

b, menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak




- e .
mckikukan usaha dengan pelika usahy PESIHINGIVL LU i
Comembatasi peredaran dan sy penjualin barang din -t jusa paca s
hersingkutan; atay

d. melakukan prakeek diskriminsi terhadap pelaku usaba tertenty,

Pasal 20

Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan car
melakukan jual rugi ataw menetapkan harga yang sangat rendih dengan maksud unk
menyingkirkan atu mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan seh ingas
dapar mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tiduak
sehut.

Pasal 21
Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menctapkan biaya produksi

dan biayu lainnys yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasd
yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehar.

Bagian Keempat
Persckongkolan

| Pasal 22

Pelaku usaha dilamng nersckongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan
dlau menentukan pemenang tender schingga dapat mengakibatkan terjadinya
persaingan usaha tidak sehat,

Pasal 23

Peliku usaha dilurang bersekongkol dengan pihak lain mendapatkan informas:
kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sehagai rhasia perusahaan sehingg:
mengikibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat,

Pasal 24

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi
dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud
agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi
berkurang baik dari kualitas, mau pun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.




BAB Y
POSISI DOMINAN
Bagian Pertama
Umum

Pasal 25

| Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan haik secara langsung
maupan tidak angsung untuk:

i menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujvan untuk mencegih
ki itau menghalangi konsumen mempercleh hariang dan atau jasa vang
bursiting, haik dari segl harga maupun kualits; atau

b membatasi pasar dan pengembingan teknolog; atiu

¢ menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjudi pesaing untuk
memasuki pasar bersangkutan,

2. Peluku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila:

i s pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima
puluh Persen) atau lehih pangsa pasar satu jenis harang atau jasa tertentu;
M

b cur awu tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75%
(ujuh puluh lima persen) atau lehih pangsa pasar saty jenis barang atau
Jilsil terentu.

Bagian Kedua
Jabatan Rangkap

Pasal 26

seseorang yang menduduki jabatan sebagai Direksi atau Komisaris dari suatu
perusahaan, padi waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi Dirkesi atau
Komisaris pada perusahaan Jain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut:

a4 bherada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau i

b memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan ata jenis usaha; atau

. secart bersama-sama dapat menguesai pangsa pnglsar barang dan atau jusa
tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya prakick monopoli dan atau
persaingan usaha tidak sehat, 2 '




Bagian Ketiga
Pemilikan Saham

Pasal 27

Pelaku usaba dilareng memiliki sabam nyoritas pada beherapa perusabian sejenis
vang melikukan kegiatan usaha dalam bidang yang sanva pada pasar bersangkutan
yang saml, atau mendirikan beberapa perusabiaiin yang memiliki kegiatan usaba yang
sama prack pasae bersungkutan yang sama, apahila kepemilikan wersebut mengakibyat-

kan:

o

situ peliku usaha aau satu kelompok pelaku usiha menguasai lehih dan 508
(lim pulub persen) pangsit pasar satu jenis bacang atau jasa terteniu;

dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelika usaba menguasai lebih cliri
75% (tujuh pulub lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atiu jasa tertentu,

Bagian Keempat
Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan

Pasal 28

Pelaku usiha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usahu
yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan

usaha tidak sehat.

Pelaku usaha dilarang melakukan pengambil alihan saham perusahaan lain

apabila tindakan tersebut dapat mengakitatkan terjadinya prakiek monopoli

dan utau persaingan usaha tidak sehat.

Ketenwuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan hadan usai
yang dilarang sebagainna dimaksud dalam ayat {1) dan ketentuan mengenai
pengambilalihan saham schagaimana dimaksud dalam ayat (2), diawr dalan
Peraluran Pemerintal.

Pasal 29

Penggabungan atau peleburan hadan usaha, atau pengambilalihan saham
sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai
penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitzhukan kepada Komisi,
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan
atau pengambilalihan tersebut.




(B8]

Ketentwan mengenai penetapan nilai aset dan atau nilai penjuakin serta tata
cari pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayar (1), diatur dalam
Peraturan Pemerintah:

BAB VI
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Bagian Pertama
Status

Pasal 30
Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas
Fersdingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi:

Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan
kekuasaun Pemerintah serta pihak lain.

Komisi bertanggung jawab kepada Presiden.

Bagian Kedua
Keanggotaan

Pasal 31
honiisi terdirt atas seerang Ketua merangkap anggots, seorang Wakil Ketua
merangkap anggotd, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) Orang anggotd.
Anggota Komisi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden ats persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat,
Masi jabatan anggota Komisi adalzh 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali
untuk 1 (sat) kali masa jabatan berikutnya.
Apabili karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi kekosongan datam
Kednggotaan Komisi, maka masa izhatar: anggotz baru dapat diperpanjang sampai
pengangkatan anggota hary.

Pasal 32

Persvaratan keanggotaan Komisi adalih;

i

Warga Negara Republik Indonesia, berusia sckurang-kurangnya 30 (tiga puluh)
Lthun dan sevinggi-tingginya 60 (enam puluh) tthun pada saa pengangkatan;




i .
setn kepada Pancasila dan Unclang-unchking Dasar 1915

herigan dan hertagwa kepadt Tuhan Yang Maha Fsa;
jujur, adil dan herkelakuan baik:
bertempat tinggal i wilayah Negara Republik Indonesia.

berpengakaman dalam bidang usaha atau mempunyai pengetahuan dan keahlian
di hidiing hukum dan atau ekonomi:

tckik pernah dipidana;
tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan:
tickak rerafiliasi dengan suatu hacan usaha,

Pasal 33

Keanggotaan Komisi berhenti, karena:

H
(1]

B2

=N & N

meninggal dunia;

mengundurkan diri s permintaun sendiri;

bertempat tinggal di luar wilayah Negard Republik Inconesia;
sakit jasmuni atau rohani terus menerus;

berakhirnya masa jabatan keanggotaan Komisi;
diberhentikan,

Pazal 34
Pembentukan Komisi serta susunan organisasi, tugas clan fungsinya ditetapkan
dengan Keputusan Presiclen, ,
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Komisi dibanty oleh sekretariat.
Komisi etapat memientuk kelompok kerja.

Ketentuan mengenai susungn organisasi, tugas dan fungsi sekretariat dan
kelompok kerja diztur lebih lanjut dengan keputusan Komisi,

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 35

Tugas Komisi mefiputi:

HE

melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengukibatkan terjaclinya




il

,

'.[‘.‘.

Prtkick manopoli dan ai persaingan usiha tidak sehat, sehagainumt disur
chtlianny pasal 4 sampai dengan pasal 16;

mutikukan penilaian werhadap kegiatn usaha dan atau dndakan pelitku usiha
vang dapat mengakibatkan terjadingg prakiek monopoli dan atw persiingan
usaha tidak sehat sehagaimana diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24;
melakukn penilkian terhadap ada atie tidak adanva penyalihgunaan posisi
domin vang dapae mengakibatkan terjadinga prakick monopoli dan
persiingn usaha tidak sehat sehagaimana diatur dalam paal 235 sampa dengan
ptsal 28,

mengambil tindakan sesuai dengan wewenang sehagimana diatur dalam patsal
3,

memberikan saran dan pertimbangan terhadap Komisi kebijakan Pemerintah
vang herkaitan dengan prakiek monopoli dan atau persaingan usaha ticak sehat:
menyusun pedoman dan atau publikasi yang herkaitan dengan Undang-undang
mni;

meaberikan laporan secara berkala as hasil kerja Komisi kepada Presiden
chin Dewan Perwakilan Rakyat (pasal 33).

Bagian Kcempﬁt
Wewenang

Pasal 36

Wewendng Komisi meliputi:

il.

o

menerima kiporan dari masyarakat dan atu darf pelaku ussha tentang dugaan
terjadinya prakiek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat:

melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan
pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinyz prakiek monopoli dan atau
persaingan usaha tidak sehat;

melikukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan prakiek
monopoli dan atau persangan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masydrakar
atau oleh pelaku wszha awu yang ditemukan oleh Komisi sehagai hasil dari
penelidanny;

menyimpulkan hasil penyclidikan dan atau pemeriksaan tentang acla atau tidak
achnyi prakiek monopoli dan atw persaingan usaha tidak seha;




¢ menmgail pelaku usahi vang cicluga ekl melikukan pebmgan ey
ketentuan unding-undang ine;

L memanggil dhin menghaclirkin saksi, saksi ahli dun Setiap oring vang diangay
mengetahui pelanggaran terhadap-ketentuan undang-uncang ini:

& meminuhantuan penyidik untuk menghadickan peliku usiha, saksi, saksi ahli,
dlitu setiap orang sehagaimana dimaksud hurafe dan huraf [, yang ticlak hersedin
memenuhi panggiian Komisi:

h. memint keterangan dari instansi Pemerin gl cattam kaitnnyar dengan penyc-
lidikan can st pemeriksan terhichip pelaku usahs vitng melanggar ketentuan
undang-unding ini;

Lo mendapatkan, menelit, dan atau menili surat, dokumen. i abi bkl
guna penyelidikan dan atau pemeriksaan:

o memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian pihak pekiky
usitha kuin atau masyarakar.

k. memberitzhukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang didug: melakukan
praktek monopoli din au persaingan usahit tickik scha:

L menjutuhkan sanksi berupa tindakar administratr redudi pelaku usaha yang
melanggar ketenwcar Undang-undang ini (pasal 36),

Bagian Kelima
Pembiayaan

Pasal 37

Biaya untuk pelaksanan wgas Komisi dibebankin kepad: Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negart dan g sumber-sumber lain ving diperbolehkan oleh peraiuran
perunding-undingan yang berliku,

BAB VII
TATA CARA PENANGANAN PERKARA

Pasal 38

L Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi
pelanggaran terhadap Undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis
kepada Komisi dengan keterangan yang jelas tentang teluh (erjadinya




LS
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prernggrn. dengan mienyertakan identits pelipor.,

Pibuk vang dirugikan sebagai akibat terjacliny pekmggarin terhadap Undlitng-
andang ini cipae melaporkan secarg tertulis kepacky Komisi dengan kete ingitn
ving lengkap dun jelas tenting telah terjading: pelinggaran serta kerugian yving
diimbulkin, dengn menyertakan identitas pelipor.,

Identivs pelpor sehagaiman dimaksud dalum sy (1) witjib dirahasikan oleh
Rentis,

Tt cara penvampaian laporsin schagaimana dimaksud citlam ayat (1) dan ayat
(21 diatar lebih Linjut oleh Komisi,

Pasal 39

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) dan ayat
(2), Komisi wajib melakukan pemeriksaan pendzhuluan, dan dalam waktu
selambat-limbatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerimz laporan, Komisi wajib
menetapkan perly at tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan,

Daliem pemeriksaan linjutan, Komisi witjib melakukan pemeriksaan terhadap
peliku usitha ving dilaporkan,

komisi wajib menfiga kerahasizan informasi yang diperoleh durj pelaku usaha
vang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan,

Apabila dipandang perlu Komisi dapat mendengar keterangan saksi, saksi dhli,
can atay pihak lain.,

Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4),
unggota Komisi dilengkapi dengan surmt tugas.

Pasal 40

Nomisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usiha ipabila ada dugaan
terjuci pelinggaran Undang-undang ini walaupun tanpa adanya laporan,

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud Calam ayat (1) dilaksanakan sesyaj dengan
tita carg sehagaimana diatur dalam pasal 29,
Pasal £;

Pelake usaba dan - pihak Lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat huke
vang diperlukn dalam penyelidikan dan atawpemeriksaan,
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Pelaku usali dilzemg menolik tiperiksa, menolik memberikan informasi i
diperduiim dakim penvelidikan dan g pemeriksian, atau menghambat proses
penvelidikan dan atn pemeriksaan,

Pelinguiean erhadip ketentuan aval (23, oleh komisi diserahlkan kel
penvicik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan vang heraks

Pasal 42

At bukii pemeriksim Komisi berupnt:

it
h.
g
.
e

r-a

kewerangan saksi;
Reterangin ahli;

suril iy atau dokumen;
PEINjuk;

keterangan pelaku usaha,

Pasal 43

Romisi wajib menvelesaikan pemeriksazn Lanjutan selmbat-brmbaunya 60 (e
Pulabt) hari sejuk dilikukan pemeriksaan Ewnjutan sehagaimana dimaksud dilin
pasal 39 ayar (1),

Bilimana diperlukan jangka waktu pemeriksaan lanjutan sehagaimany dimaksiu
dalum ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 30 ( tig puluby hai,

Komisi wajib memutuskan telah terjadi atau vidak terfadi pelangearan terha L.y
undang-undung ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sepk
selesainya pemeriksaan lanjutan sehagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ava
(2).

Putusan Komist sebagaimana dimaksud ki ayat (3) harus dilteakan dalon
st sicdang yang dinyatakan terbuka untuk umum din segen diberitthukan
kepada elaku ysaha,

Pasal 44

Dalm waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahum
putusin Komisi sehagaimana dimaksud datam pasal 43 dyat (4), pelaku usab
witjib melaksanakan putusan tersehur dan menvampiikan laporin
pekaksanaannya kepaclt Komisi,

Pelitku ustha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selamba-
lambatnya 14 (empar belas) haii setelah menerimit pemberitahuan putusi
tersehut.




e

L

rersL s vang tdik mengajukan keberatan dalm jangka waku sehagimana
dimaksut datam avat (2) dianggap menerima putusan Komisi.

Apahilr ketentuan sebugaimana dimaksud dalam ayat (1) clan avat (2) tdak
dijahimkan oleh pefaku usiha, Komisi menverahkan putusan tersebut kepada
penvidik annle dilikukan penyidikan sesuai dengan ketentuan PO
perundg-undangan vang berliku,

Patusin Komisi sehagaimana dimaks:id dalam pasal 43 ayar (4) merupikan
hukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Pasal 45

Pengadizin Negeri harus memeriksa kebertan pelaku usaha sehagaimana
cimaksued dalam pasal 44 ayat (2), dalam witkeu 14 (empat helas) hari sejak
diterimanya keheratan tersebut.

Pengadiian Negerd harus memberikan putusan dalam wakuu 30 (tiga puluh) hari
sejik dimulainga pemeriksaan keberatan tersehut.

Pihak yang keberatan terhadap putasan Pengadilan Negeri sebaguinuing
ki dakm ayat (29, datam wakeu 14 (empat belas) hari dapat mengaju-
i kasist kepacls Mahkamah Agung Repuiblik Indonesia,

Mankenen Agung harus memberikan putasan dalim watki 30 (tiga puluh) hari
seprk permohonin kasasi diterimg.

Pasal 46
Apabila tidak werdapat keberatan, putusan Komisi sehagaimana dimaksud dalam
prasitl 43 ayat (3) telah mempunyai kekuatan hukum vang tetap,

Pitusan Komisi sehagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimintakan penetapan
chsekusi kepuada Pengadilan Negeri,

BAB VIII
SANKSI
Bagian Pertama
Tindakan Administratif

Pasal 47

Komisi berwenang menjatuhkin sinksi berupa tindakan administrarif terhadip
peluleu satha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.




20 Tk administeail sebagaimana dinaksuel il ¢ Uy dipat berupn -

Lo penctapan pembatahn perjinjiin schagaimama dinaksud dalam pasal |
sampai dengan pasal 13, pasal 15 dan pasal i6; dan aiu

b perinah kepada pelaku usaha unuk menghentikan integrasi vertikal
sehagaimanit dimaksuae dalon pasal 14 dan atin

¢ perintah kepida peliku usaba untok menghentikan kegiatn vang ter
buktimenimbulkan prakiek monopoli dan ataw menyebabkan persaingan
usahit tidik sehat dan ataw mervagikan masyarakat; dun atau

d. * perintah kepack pelaku usaha untuk menghentikan penyalihgunaan posisi
clominan; dan atau

€. penctapan pembatalan aas penggabungan atiu peleburan badan usab:

dun pengambilalihan sabam sehagaimana dimaksud dalam pasal 28; dan
i

f. - pembayaran ganti rugi; dan atau

pengenaan denda serendai-rendahinya Rp. 1.000.000.000,00 (saw milyar
rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh liny
milyar rupizhy.

I3

Bagian Kedua
Pidana Pokok

Pasal 48

L Pelanggarin terhadap ketentuan pasal 4, pasal 9 sampai dengan pasal 14, pasal
16 sampai dengan pasal 19, pasal 25, pasal 27, dun pasal 28 dizncam prickis
denda serendah-rendahnya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lin milyar ru-
piath) cln setinggi-tingginya Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), ati
pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (znam) bular.

2. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 sam pai dengan pasal 8, pasal 13, pasal
20 sampai cdlengan pasal 24, dan pasal 26 diancam picing denda serendi-
rendahaya Rp. 5.000.006.000,00 (lima milyar rupiah) dan seunggi-tingginya Rp.
25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah), aty pidana kurungan
pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.

3. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 41 Undang-undang int diancam piclana
denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dun

I




scinggitingginyg Rp. 5.000.000.000.00 (lima milyar vupiahy, atau pican
ktirungin pengganti dendy selama-lamanya 3 (iga) bulan,

Bagian Ketiga
Pidana Tambahan

Pasal 49
Dengan menunjuk kerentuan pasal 10 Kitah Undang-undang Hukum Pidang terhactap
piclna sehagaimana diatur dalam pasul 48 dapar dijatuhkan pidana umbahan bery pi:
S pencabutan izin usaha; at
e larangan kepada pelaku usaha _v:lﬁg telah terbukti melakukan pelanggaran
terhaclap undang-undang ini untuk menuduyki jabatan Direksi atau Komisaris
sekurang-kurangnyz 2 (d ua) tahun dan selama-lamanya 3 (lima) hun; atay

¢ penghentian kegiatan atau tindakan tertenty vang menyebabkan timbulnyx
kerugiai pada pihak kin (pasal 49).

BAB IX
KETENTUAN LAIN

Pasal 50

Yung dikecualikan dari ketentuan Undang-undang ini adulah:
nerhuatan dan atau perjanjian yang bercujuan melaksanakan peraturan
perundang-undangan yang berlaku: atau

b perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekavaan intelektual seperti lisensi,
pten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronilk
terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba;
Al

G perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasu tidak
mengekang, dan atay menghalangi pecsaingan; atau

d. perjanjian daiam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk
memisok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lehih rendah caripada
harga vang telah diperjanjikan; aauy

C. peranjian kerjisama penelitian untuk peningkatin atau perbaikan standar hidy n
matsyarakat luas; e




P internasional ving telah divafikasi oleh Pemermtth Republik Inde-
nesnk s

peranjun dan atiu perbuatan viang hertujuan untuk ckspor wing tidak
menggngu kebuiubim dan atau pasokan pasar dalim negers; aiu

Peniha usala vang tergolong dalam Usaha Redil; ata

kegiwtan usaha koperasi vang secara khusus bertujuan untuk melayani
Anggotany,

Pasal 51

Monopoli dan 1w pemusatan kegiatn vang berkaitan dengan produksi dan atuu
pemasaran barang dan atau jasa vang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-
cabung produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-unding dan
diselenggurakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga vany
dihentuk stau ditunjuk uleh Pemerintah

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Sejik berkikunya Undang-undang ini, semua peraruran perundang-undangin
ving mengatur itau berkaitan dengan prakeek monopoli dan i persaingin
usah: dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atay belun
diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

Peliku usaha yang tlah membuat perjanjian din ativ melakukan kegiatan dan
atau lindlakan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini diberi
waktu 6 (enam) bulan sejak Undang-undang ini dibechikukan untuk melak::-
kit penyesuaian.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Undang-undang ini mulai berlaku terhitung 1 (saw) thun sejuk mngeal diundang-

kan.




thuinya, memerintahkian pengunchingan Unding:

Agar setiap oring mengek
clalam Lembaran Negara Republik Indones i

uncang ini {lut:., W penempatannyi

Disahlkan di Jakarta
pada tanggal 5 Marel 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ted
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
AKBAR TANJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1999 NOMOR 33
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DEPARTEMEN AGAMA RI ‘*«
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISI.AM NEGERI
PURWOKERTO

UNIT PELAYANAN BAHASA

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/KB/PP.009/ A+ 258/2002

Diberikan kepada :

Nama AR ROHQOH - N
Tempat / Tgl. Lahir _Cliaeap 9 Ju'.l 1953
Q265026

Nomor INduk MahasiSWa © ... 0 i itiassmsssearorestsnasnnsanassssssassirsivis

yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Arab Tahun Akademik
2001/2002 selama dua semester dengan bobot komulaiif 12 SKS dengan hasil
sebagaiberikut

NO. KEMAHIRAN SEMESTER | SEMESTER I
ANGKA | HURUF | ANGKA | HURUF

1, Qira'ah 75 8+ 38 C

2. | Kitabah 85 4 35 A

3 Istima’ 71 B @ 4

4, Hiwar 75 B+ _ @ 5

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut, juga

sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi

Purwokerto, lzJU[; 29&2......
UNIT PEL{ YANAN BAHA.SA
L&EPA =
%‘ Dlﬂ.ﬁ: II. : s%
ﬁ',? b iody 2
-_ % &
. U T A




Al B L T A B e i

G’ﬁ‘@
DEPARTEMEN AGANA RI <
SEOLAH TINGGI AGAMA I5,_.AM MEGERI
PURWOKERTO

UNIT PELAYANAN BAHASA

SERTIFIKAT

Diberikan kepada :

Tempat / Tgi. Lahir : CIJQCEP;@JUM,‘I@
Nomor Induk Mahasiswa : ﬁiié?ﬁ% ..................................................

Nama

yang telah mengikuli Program Pengembangan Bahasa Inggris Tahun Akademik
2001/2002 selama dua semester dengan bobot komulatit 12 SKS dengan hasil
sebagaiberikut:

NO. KEMAHIRAN SEMESTER | __SEMESTERII
ANGKA | HURUF | ANGKA | HURUF
1. Reading bb B bo C
2: Witing bt [:,:. 5o C
3. Listening 0 E’ ﬁ? A
4. Speaking 7% 9+ ' -{g g{_

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti piogram tersebut, juga
sepagai syarat untuk mengikuti ujian munagasyh skripsi.

—

L STy BN

e

1 bl B e TR A G A CEN A a5 2 o ikl

Purwokerto, i‘éﬂfmsmz ............

UNIT PELAVANAN BAHASA

NP- rrimm ':'ui?“!.-

ot PR AR 4 e
e e L

— e p——

s 18 e B R A
SETYENTAT WS L s iR nam P A B

é
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~ANE]

———r——
—




DEPARTEMEN AGAMA. Ri
SEKOLAH TINGG] AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alanvat © J1 Jend. A, Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax,636553 Purwokerto
53126

||[ it
I 1"' i

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPQSAL SKRIPSI

Nomoer:

Yang bertanda tangan dibawah ini; Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto

L]

- menerangkan bahwa :

Mama : ROFIQOH
NIM D 01165026
Semester DU (ENAM Y
Jurusan/Prodi D OYARC AL SUAMALAK

Telah mengikuti seminar proposal pada :

| No '-, Hari / Tanggal ‘ Prasenter TangayTangan Moderator
{0 s oon | omar A
o Sﬁ@h"'*m-ﬁw;;b X0k [lona (Lusfyoh - \!/7{ 2. Wh
3. | captu. 10 Neres 2004 Sacput (o at-Magy |+ LL /ﬁ
4 Gbh . W0 Macee 2004 Saipul  Acwar ____:{g{__ 4'l/
S Gt . 20 wotee 204 | Samsul .Hldalya.ﬁ 2 '

\

Demikian swan Keterangan 'ini dibuat dan dapat digunekan sebagai syarat untuk

-mendaftar seminar proposal skripsi.

Purwokerto,

a Ce et e NID. 150252 267




DEPARTEMEN AGANA RI]
SEKOLAH TINGGI AGAMA 1SLAM NEGERI

(STAIN)
Alumat : JL Jend. A. Yani No. 40A Telp.UZE1-63 3424 Fn 636553 Punlvﬂkerm
mcwaa o ot —r———r _5531;.126 T s | e | e e e,
REKOMENDAST

(Seminar Proposal Skripsi)

Ul
H ||‘1

Dengan ini kami Dosen pembimbing dari mahes;swa

s

Nama ! Rofigoh

NIM .1 . 01285026

Semester . ' VIII, (Delapan)

Jurusan/P'rodi : ér.qn TAH/UA

ke 2001 )

Tahun Akademii T 2004 /2005

Judul Proposal ;  PRNIMDUNAN DARANG DALAM AXTIVITAS ZNONGIT

MENURUT 1VEUn ISLAL
Menerangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut teleh siap untul diseminarkan

zpzhila yang bersangkutan telah memenuli persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang

berkait dengan seminar ini harap maklum.

Purwokerto , 5 JuMi 2005

engelahui :
‘{Eﬁ}“fui‘h\%m Svariah
¥ \] i)

i

I'embimbing

NI 150 299.59

— i T e T T e Y




DEPARTEMEN AGAMA RY
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

JL Jend. A. Yani No, 40A Telp.0281-635624 Fax 636557 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR
NOMOR : STA.26/K.J/PP.009/ /893 [/ 2eol

Yang briandatangan dibawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Jurusan
Nyaoah STAIN Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa

Nama ' ERofigoh
NIM : D128502%
Nemester CYITT
'rodi S MUAMALAR
Jurusan . Byariah

Benar-benar welali melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul ;
SENIMBUNAT BARANG OLLAM AKPTYTOAS EXCNCGMI MRWLDUDT SULUY TALAK

Dengan dinyatakan : LULUS/ BaAk BFELS
Dan dengan perubahin pra posal/ hasil seminar proposal sbb :
Tt et L WilEl 1 S

) ek B E el

Demikian surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai syarat untuk
mielakukan riset dan penulisan skripsi program 8.1,

Di buat di : Purwokerto
Pada Tﬂnggal v g Juli 2005

E ehgetahul Moderator

| '._|.-".-_". l:"\.i{.r.::,ol{hiﬁ Wi _&;‘d“ﬂh

j‘m-.:’r—i:ﬁ/ru Hanidi Wi, Ag

Dre. A.Luthfi Hamid yMadie
NIP: 150252 267 ,NIZ o 150 25p 287
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DEPARTEMEN

AGAMA RI

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

(STAIN)

| Jin Jend. /. Yani No. 40 A Telp. 0281 635624 dan Fax.

536553 Purwokerto 53126

. Hari/ Tanggal
. Waktn/ fan
. Namsa

. NIM

. Semester/ Jiuusan
. Tahun Akadmik

T¥amis/21 Juli 2005

- 08 00 s/d s.elesa_i
! Rofigoh
¢ (1265026

! VTII/ SYARTAH

b2
. Tempat ! Rpang Law. Syaridh
. Pegerta Semiar : { Dalam Tabel ) ’
"%T n i1 fﬂﬁ - Pegerta Angkalan Tandatangan
- Teneseer Ama  Aftyand Loy 1-—@1
? my
Oi2b4o(L (wad e Pealvpl 200! Sﬂ‘ 2%
g1t 4020 ghra lnayzh wpr | 3=
ortbyoss | & Mebwyclats il 4'4’%
O(9.% ""CEMi Ar?_ﬂ,{ Musten i Besr Zeol 5,%
g2 65034, TR Arerp 200 4 6. ﬂ,{?{
drleeedo e K 2ao/! 7 ﬂﬂt/?’é—-'
L Drg 5o iy St A ek Ago g dk'z"b:‘
i
'@! 25037 Weprna 20yl ool 9-W
10. }5’[1&49 33 | s Wolandan | 2001 10, [ Ppes
Purwokerto, o
Pembimbing " et ¥ I:;si,g{m5

T Rafiean

NIM, 01265076

" Drs. A, TutBfi HyM.A

‘NIPAS0 252 267

e T

[
E-"\ T
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DEPARTEMNMEN AGAMA RI
BEKOL.aH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
C ST A I N ) PURWORHERTO

e S

Alamat : J1. Jen: A. Yani No: : 40 A Tolopon 35624 Purwokerte

] R - e i gt i

- Parwokarto , 18 Mei 2007

3 8 1 : Permobonan Persetujuan . Kepada Yth.,
Judul Skripei. : Bepek Ketuwn Sekolah Tinggil
. ' “hAgama Teluay Negeri '
i35 B

Farwokaesrto.

Assalenu’alaikun War. Wab.

Yung bertanda tangan di bawah ini, wahasiswa Sekolah
Tinggi Agsma islam Negeri Purwokertio .

1. N&aa S €

2. Nomor Induk Ci2e502¢8

3. Semester/Jurusan VITOS Sfastla
4. Anghkstan Tahun 2O0Y

5. Tabun Akademik

FEorr rE rE €

=270

Dengan inil saya mohon dergan hormat rerkenan Bapak um
tuk menystujul Judul Rencana Skripsi guns melengkapl saba
Hien syarst-syarat untuk menyelssaikan studiProgram S - 1
pada Sskolah Tinggi Agama Is)uam Neger: Purwokerto.

Adspun Judul Skripai'yang says ajvkan udalah sebagai
berikul; : _ . . T S S
LYo B B B ey GARLNT Jalidlt LD O TGO }""_lu',"- Uit
_ UK 1L _
Sedangtun epebagal Dossn Pembimbing Skripsi adulah Bapak :
BRI N, M.Az _
Beerpana ini kami lampirksn data bebun Ske yeng telah
saya tsmpuh sobagaimana prosstdur pangsaiann judul Skripsi.

Demiklian surat permohonan ini sayea buat dan sehelum -
nya sec's ucapkan terims kasih,

Wassalag "aleikum War. Wab.

Mengetahui ;
Dorsen Pembimbing,

T

Ridwan, “,Ae

— L

HIP.: 132 :);Ej-\._l:-{?_ .




DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA [SLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: JI. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

Nomor : STA26/PP.00S/KIS/05/2005
Lamp
Hal  : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Kepada

Yth, Bapal/Ibu:,, Ridwan, Modz
Di

Tempat

Assalamu’alaikum Wr, Whb.

Sesuai dengan hasil sidang penctapan judul skripsi mahasiswa program
studi Akhwalusy Syakhshiyyah dan Muamalah Jurusan Syari'ah pada
hari 2¥M..... tanggal 2%.M:i....2005. Kami akan mengusulkan
saudara untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa:

L8 B ]

Nama
NIM
Prodi
Semester
Alamat
Judul Skripsi ; £20.103

Untuk itu, kami mohon saudara dapat mengisi surat kesediaan terlampir,
Atas kesediaan saudara, kami ucapkan terima kasih,

Wassalamu alaikum Wr, Wh.

_ = Purwokerto. . 89 Juni_ oo
<07 T Keg Jurusan
F . YRS ‘.‘.:-,_I‘-_ “‘.\.:.\

¢ S R

e R, ‘«‘-."‘I.
; 5 [N o

- Drs. A Luthfi Hamidi. M.Ag.
Lo NIPT 150 252 967




DEPARTEMEN A{GAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
' JURUSAN SYARIAH
Alamat: ]I Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI

tentang Usulan ‘h!-.".ﬂ}.?ﬂl Pembimbing Skripsi a.n. ....... Reafigoh .
NIM:..... 05985098 - dengan judul:
PINDTEN BTRBE DAL KTIVITAT THOUCHT WWURNT ¥ L Lau

Sa\a menvastem humﬁ%&:h—!mdn*) mcnjam pemblmblng S|\I‘l|Jb1
mahasiswa yzos bersampletes

i
w
T

_______________________________________

Catatan : * Coe== s ek g




o og

BEFACTER . sGAN:
SRIOLAL TINGGIAG 1A 5L a0 BERY
(78 AN PRI KRG
gl deind, . paeeet Nascd 0y 3 ebpe GEED o Bl e PR

Purwoker 33126
Lt AR VM T i i | £ A B SR MV R 4 1 Tl SIATE T 1 Bl ATt 1 B s e e VTR ek A

Purecies L 23 Jull 2005

Tﬁ!umor . STA,26/PK.1/PP.000 /1887 foscpida v b Bp't Ridwan, M.Ae
amp.

Flal o Bimbing o Skpias Ddoseny 5,0 alah Tosg o g st Negeny
(NTAINT L arwakes
P P et

Assnlanm ik am Wi Wh

Trong o G kami mohon Saodara ook Borecd v sl Peribunibing
Skripst Kep aba mahasiswa sebagal berikn

I ST i) ! Rofigoh

o Md © 07285026
3ok ki . Syariak
G Ay ok Tahun

B Ab Balkuny - Sidamilye- Wi vare jo-

[ P
. 3 allrEat
- o L PR

Wormmibtan wite erkensn Soudasg, sebelana s e 1o ot e kasily,

LoV e il W SV b,
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DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLANI TINGGI AGAMA ISLAM NEGEKRI
(STAIN) PURWORKERTO
’ JURTSAN SYARIAH
Atamat: I Jend. A. Yani No. 40 A Telp, J231-635624 Fax. 636553
Purwoxerto 53126

SURAT KETERANGAN
STA. 26/K]5EP.00% ¥ /2005
|

Yary bertanda tangan di hawalvini Ketua furisan Svariah, mencrangkan bahwa:

RUESERT LL00H
NN 3 '.;h':_an'zh
Semestwer 0 VI X
Prowd MALSA

Mahasiswa tersebul benar-benar telah melaksanakar ujian komprehensit pada
hari ; Kamis, lanpyal 3 September 2005 denpan nilai Ci
£ AL
LS

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapal digunakan schagaimana

mestinya,

Parwoekerto, 3 September 2605
L A . 3

Ketta farwsgn Svariah

e, AL e

Ay

e e 4 (O R
Eh S‘t_{"g;c_I'I,u‘l_'!ji’l{.'j,;?l.flmia.i':, M.f\;;.){
NRLSIFZE 267
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DEPARTEMEN AGAMA R1
SEKOL&H TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI /STAIN)
PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

sea Al e 51U B gy

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/KJS/ PP.009/09/2005

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Purwokﬁ:ertﬂ menerangkan bahwa:

(i U

Disging

T

o
iy

s
J‘:'!_J‘

o

N NN

=2 |
154
b Nama : Rofigoh
> 14 NIM 101265026
E} Jurusan /Prodi : Syari’ah / Muamalat
Ol S¢
} &l Telah mengikuti Pmktefm Pengalaman Lapangan (PPL) Iuru«nn Syari'ahlz
#l  STAIN Purwokerto Angkatan V Tahun Akademik 2004/2005 di
e 1. Pengadilan Agama (PA) Purwokerto
5 °F 2. Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto
A 3. Baitul Mal Wa Tarpwi] (BMT) di Purwokerto
2ot

.'ru' v
e

e
/2

282622889920

QII

E.;i_-..-_\_-\r.-

T
L

.5.

Mulai dari tanggal 14 Februari sampai dengan tanggal 08 April 2005
dan dinyatakan LULUS dengan nilai A

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti I'PL

Jurusan Syariah STAIN Purwokerto dan juga sebagai syaral

mengikuti ujian munagqosah skripsi
]

Purwokerto, 16 April 2005
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

(v

Lad

Nama

Tempat Tanggal lahir :

. Jenis kelamin

Nikah/Belum Nikah

Agama/Kebangsaan

. Alamat

Nama Orang tua

Pendidikan

ROFIQOH

Cilacap, 9 Juli 1983

Perempuan

Belum Nikah

[slam/Indonesia

Comp. PP AL-Ikhsan Bakung-Sidamulya

Keec. Wanareja, Kab. Cilacap, Jateng

a. Ayah : H.Umar Syahid

b. Thu : Hj. Sutarti

a. SD Negeri VXII Bakung-Sidamulya
lulus tahun 1995

b. MTs Al-Ikhsan Bakung-Sidamulya
lulus tahun 1998

c. MAN Majenang, lulus tahun 2001

d. STAIN Purwokerto, lulus teori tahun 2005

Demikian daftar nwayat hidup penulis, yang dibuat dengan sebenar-

benamya.
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